
P,\RJ\F KOORDINASI I
Asistcn/r/ll/llI ~
Kabng lIukum I!.
Kndis/K'\bar. Pcn;!olnh l....

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Baratdan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (6), pasal 28 ayat (5),
pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan pasal 78 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, pengaturan mengenai
pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Peraturan
BupatijWalikota;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu ditinjau kembali
untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

BUPATILOMBOKTIMUR,

PENGELOLAANKEUANGANDESA
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TENTANG
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAANKEUANGAN
DESA.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
deIlg~ PeratllI1UlPemerirltah NomQr47 Tahun 2015 tentang
pexU~~'ii.tas,:pera~ PemeriliUij) Nomor 43 Tahun 2014
Tent8rig.;·:pel'l\~ Pd8k~ Un,dang-Undang Nomor 6
T8l.:i\tii',,::::S0,14 ·t~ntimg",l)~$~:':~:(~iP.b~" Negara Repuhlik
, ,:.,:;:--,>' /-"':-.':'. ...', - : "".~.'.'~"'-':".'-"-";' \ ;:. ."-._:::<\ ':,'
IndQne8~a:'Tahun ...2015 NoInor ·;157,',Tambahan Lembaran
Ne~'Repubuk Indonesia Nomor,57~'7);

5. Pera~an Pem~rintah'Nombr 60 Tahun 2014 tentang Dana
'~-"';-\' ..... \\./"./~ (._ ''. // . '. :': 'f ~-. r. .:--: : ;' •

Desa y~g Ber~umbe~ danA,hggaran Pendapatan dan Belanja
- ".~""", '-,'..-, . "-"~'(,,'-_'. - -;I ,'_ ',_,; / "

Negara (LembarSn NegaI'a.J~epublik .Indcnesia Tahun 2014
Nomor 1_68;:.r~b~uum·-·Lt;~baranN¢gara Republik Indonesia

:- ..... \" ...~- .... ' ' . .'

Nomo~ij 5~~8)~':~,seb~~a .t~lah.>b~berapa kali diubah,
terakhir:;deng~ Peta~; Pe~erIDtah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5864);

6. Pearaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
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BABI
KETENTUAN UMUM

BagianKesatu
Pengertian
Pasall

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten LombokTimur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati LombokTimur.
4. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten

LombokTimur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
.~sanp~meriI1b.iliap,:. kepenting~'. masyarakat setempat
::'~d.~f3~~~·::~Pf~~':~~sYarakkt;<~rhllk..asal usul, darr/atau
·b.8l(:,~cUs{()~. y~ :di8Iali' :.¥n ;;dm()rm&tidalam sistem
pein~Ulliait NegaraK~Satu~ RePtlblikIndonesia.

6...~emenntaiulll',,: ':D~$~ 'adalah\:' ..penyelenggaraan urusan
.,:,~fu¢nritaJ.i~:':4tk,:,~eperi~gan:<~~akB.t, setempat dalam
.sisterri~peme~tah8ii:Negara '~esatUan*eptibllk Indonesia.

v '. ,', .. ,' i ',' , I \1

7. PemerintahDesa ~aIah kepalaDesa atau yang disebut dengan
ri~a., 1$ "dibantu,."",,·,~tangk~/JD~~ sebagai unsur

1- " / ,I • ,0" \'" • ." ;_:;:_~~ ....... ~- .,", '_ .' /: ".' .:'

peiiye1ehggahtJ'emerintahanDes~./":"
8. Badari Permii~awaratan:.DeSa~g,selanjutnya disingkat BPD

atau y~g disellut,dengan nam~<iain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilanwilayahdan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajibanDesa.

10.PengelolaanKeuanganDesa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawabankeuangan Desa.

11.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDesa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
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12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Desa.

13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
Desa.

14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
Desa.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

17.Pembiayaan Oesa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, b~ .':pada tahun aJlgglU"&ll yang bersangkutan

·•-.·...tn.up~~p~da·$ilrl··at)jg~·.~tnya.
18VPenie8atig~··':K:~~saan::::Peii~lo~. ~Uangan Desa, yang

sel~jbtnYl\~disirigkat:PI{PKD~a~~ .kepalaOesa yang karena
.jaba_y~ .D}empuny~i,: 'k~w¢~gan',' .menyelenggarakan
:'-;", ..',:,', ' ,-':' .. -/ ,-, ',' .. ,~ I", -'.; ': " ~:, .~:, '. v. /": ,"" .':\ ~,,,: .

...•ke~1~anipc?D:~eI91~·keu$ng~])eSa. ' ....
19.PeJak~ ~e~geI,~J8ap Ke~~pn Desa; -'yang seJanjutnya

disin~t 'ppI¢>~;ttdalah,. petjmgkat 'D~~a yang melaksanakan
:~:"",',:,\, -, <.:,:... " ""t".~ .: •.•-; '.~_.__ ~! ".:,<"J<,.... ' ~' :

pengelolai4l ke~8.ngan Qe~ .bergasada¢ keputusan kepala
Oe~'y~g"m~~gua~ s~bagi~)(~ku~~ PKPKD.

20. Sekt~~s p~~~:·-,~c.t~~,peran~t /.DeSa yang berkedudukan
.\. . '.' , .. " '. : '. ; I '. '...... i

sebagai unsur :p~p~~ Sekre¥at Oesa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Oesa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
Oesa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD.

23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
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guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan
Desa dengan belanja Desa.

27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
;:~egia~',yang akan ~$8.Ilalqm berdasarkan kegiatan yang
,' teUUi dit¢.~pkan.·a81atri·AP)3·Desai·: .

30~'J:)()~¢n"pe~~an P~~b~aIl A9ggaran yang selanjutnya
:',iUsingkh,t;: ;Jt.fPPA~;·ad81frli,.:doki.tin~~>~ang.,'memuat perubahan
riridan ~giatan·~. IUlgg~ .y~g dised~ak8n dan rencana
:;~n~ 'cJ~~: i.,un~,'k~!p~ta~t ..y.ng ~ dilaksanakan'~-.:~:.~,.... '... ',:."../. :".:'~,.. _/( ..~..:>...'.O ••-: •• ,,\'.""-",: • f,'::·,.· .. ',.. _·'._)>:.,·,,:':'· ;'.,:'.>::<::

,berda~lam. k~gi~tm ,yang' t,elah di~tapkapdalam Perubahan
4P~ri~.dan./a:uiu'J)erub$m .Penjab~: APBDesa.

31. D()~e~::\Pelak~ap.n ~~~9.n. :;~jutPn yang selanjutnya
J _" _ ,,_ " '. . .,.,,' .~. . ," . -._. • I

di$in:~~ D~~:.:-.:_~dabihdokumen: ..:y~g memuat kegiatan,
anggaran" ·dan-.' rencana: pen~';' Idana untuk kegiatan
lanjutan!)rarig ~~~~ya: ber~~fll/darl SiLPAtahun anggaran
sebelumnya. '. o" '. ,. ' •

32. Pengadaan barangfjasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui
swakelola dan/ atau penyedia barang/ jasa.

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran ..pengeluaran
berdasarkan DPAyang telah disahkan oleh kepala Desa.

34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIPadalah inspektorat daerah kabupaten.
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Pasal5
(1) Kepala Desa adalah PKPKDdan mewakili Pemerintah Desa

dalam kepemilikan kekayaan milikDesa yang dipisahkan.
(2) KepalaDesa selaku PKPKDsebagaimana dimaksud pada ayat

(1),mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik

Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APBDesa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL;
f. menyetujui RAKDesa; dan
g. menyetujui SPP.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
PemegangKekuasaan PengelolaanKeuangan Desa

Pasal4
Ruang lingkup PengelolaanKeuangan Desa terdiri dari :
a. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
b. Anggaranpendapatan dan belanja desa;
c. Pengelolaan; dan
d. Pembinaan dan pengawasan.

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
untuk memberikan kepastian hukum Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa.

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai
pedoman dalam PengelolaanKeuangan Desa.

Pasal 3

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Asas PengelolaanKeuangan Desa

Pasal 2
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(1) .SekreUUi~'DesasebagahhaIla c1.ini~l:ld ~ Pasal 6 huruf a
': ". ·.'i· .... _ , ,.,. _ ..- ..: "'_-,_ ._- _' ::_ ,', . ,'_";', .
; ·'.berg.tg~ssebag8;i;kpqrdi~a~r PPKO~ > • ::
,._,'" ',~·:-::\::;l _...' ," /'\.',,'~~ ::,J,r'\,' '._ ",:~ ':','. ::', .. ,_';,\ .... " ~-::.~:.,.,

(2) Se~taris .:OeSa .'Seb8.g~· dh'naksud pada ayat (1)
... -, ," "', ", -.- ,... , 1

• - ~. . .'_ -,_ -" .' :. ',_ .; v _- '-. ')

mempunym' ~gas: ."
\"~" "1" .' ,.,,,,,;: L. ,"c,' ",. :: ,: ': _, _ .' _J

·a. merigkoordinasikan penYU,.sunan / dan pelaksanaan
kebij~ ApB Pe.~a;·>'" " , . ,',J ' .-

, . .' ,"" i

b.' ~pgk~rditi~Sikan. penyusu.nar(rancangan APBDesa dan
r~c~gailr,pelJ.lb~~ APB 'Desa;

'_ . . , , , . - . .-

c. mengkodrcfulasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan
Penjabaran APBDesa;

e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD;dan

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APB
Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa mempunyai tugas:
a. melakukan veriftkasi terhadap DPA,DPPA,dan DPAL;
b. melakukan veriftkasi terhadap RAKDesa; dan

"':<' -,

~ 1_" •• ' .,.'< (' -.'

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur.dan Kasi' dan, .. .J.. '

C•. ~t.tl: ke~g~~~:":'

Pasal6
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri
atas:

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat .(2), Kepala Desa
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
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Pasal8
(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. me1alcukan. tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

," ....',ataa l>eba.n:~~.:betarija·ses1lai bidang tugasnya;
b. .mel8:k~h· anggar8n:keiiatan sesuei bidang tugasnya;
.¢~;:.:;.~~~ndaJjk8ri:ke~t.ari. s~~,:i9j,pld@g tugasnya;
e.: ~en~~un orA,'DPPA"daii'QPAr,sesuai bidang tugasnya;

....:~~':.;:.',m~neda~gani. peJj~iEUl:':¥eQ~\sama dengan penyedia
, ,: 'a~s' Pe~g~d~'.barantljll~'ll1lttak k~giatan yang berada. '. ", -" ,

dalam bid~g tugasnya; .dan .: .:
(>:,:, m~riyus1.m:,,~pt)rim,.~Sat:t8an /kegiatan sesuai bidang
;, ~\, , ..... ' ~, ' '_ ..-, ;' _;'

.... tugasny~ untuk. pertanggun:gj~waban pelaksanaan APB
<,D~~~r-':":>'·"':''''''':·':.. . _'.- " .' ..,',//

(5) Pem~ tugas Kaurdan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagainl~~'dmiaksud pada a.i~t(4) dilakukan berdasarkan
bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.

Pasal9
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena
sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau
masyarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pelaksana kewilayahan.

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.
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Pasal12
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi
kode rekening.

pembiayaan.

.", ,

"<:'"
~" , I

(1) APB:Desa.'J~rdiridari:"",',
a:;' pert~~p~~:.De'~~;·"
b. beiarija,'Desa;dan . : ,

\ ,

c. pembiElyaEm.Desa('
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a diklasiflkasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasiflkasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek

, ••••• , I

; ~,, ./

a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi

menerima/menyimpan, menyetorkan/ membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa. .

¢. M~ ,p~mQ~pn dan pemungutan pajak dalam
,:::,'rari~:;pei;k~ja:ri':'API;lPe~. ',"'.-

(3l'Ka~',~\ulngari:da,lEt~lJle1ak~ 'fungsi kebendaharaan
. ~e~njJc.i(NC;morpokOkWajib~j~ pemerintah Desa.

<,:.<,:(~." "','.'-",:~~.~ .,.. ;~-.>~'~ ~'.' '\"':,: -, \~.~ .... " \"
", ,"-,

PasaliO
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui
keputusan Kepala Desa.
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Kabupaten;
c. Alokasi Dana Desa;
d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi; dan

dalam Pasal 13

Pasal15

(1) Kelompok transfer sebagaimana
ayat (2)huruf b, terdiri atas jenis:
a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam
Paw 13aji1:lt ,(2)huruf a, ter.diri atasjenis:

, a. ~~8~r.~~a;'~··~/"~c':: " "
b. ~:~asilaset;" '.,';,

. C~:,·':S~y~:~sipaSi~: OOtotti Roj,ong; dan
,,' d'.·i<']~.p~l~nPendapatanA~UD~sa. "'
':,",'.<1.:':'., -.:,.:'/' ,_',_',.".; ;" ....,,"'} '\'i,.:: ': ,~' .:..>.... ':, ','

(2) FI~,j.1saha: Pesais~qag8i~~t]a. dimij!tsud; Ptida ayat (1) huruf
-,';' .... -.,--.. ..... ,',,,._.1 : ,(/,. ,_ - , ,

a, ari~ ~ ,b~~:htisil BUM,'Desa ( , ,
(3) 1H.~~il\~~et 's~~~g~ana, cijmaksud pad~ ayat (1) huruf b,

antara i~, +ariEili Kas D~k,::Tmilbtitan/Perahu, Pasar Desa,
\.~ .• _. • ••• , _ _.',. 0'- "- • '_ J ;

Tempa~,Pe1:Q.a.n~(iuf·UmUD.l",Jaring~ Irigasi, dan Hasil Aset
lakri1Yli~$tiai"dengan. k¢~eri~gari:\berdasarkan Hak Asal-

I.... ' ;,'.... " ~ ,,~\ ,':"'" ,'1..'" ;.~ ',-' '~h'" .,ji·

Usul dan Kewenangan Lokal BerskalaDesa.
(4) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat desa dalam bentuk uang.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal14

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasa113

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa;
b. Transfer; dan
c. Pendapatan lain.
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Pasal18
(1) Klasiftkasi belanja Desa terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh
per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal16
Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal13 ayat (2)huruf c, terdiri atas:
a. Penerimaan dari hasil kerja sarna Desa
b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. .Kotek$i,:lt~~an.\ ..b~J~ja ·tanWi':':8nggaransebelumnya yang
: ,~engak.i~atkan~:~~eriIriaah.·di·bs 'De~il,pada tahun anggaran.;~~,~ap;',:.::~;..::../: "...," >:: .. ',' ",,'" \\

e. B~sa:ba.rut; dan,: " ':," '. , '
f.·' j,cl:tdapabm \ 'blm~,'Desa ~g,':' S8b·' meliputi antara lain
"peli~ta~/,~~~,,"~nd~:.:~~~ ~i~tematis Lengkap
(PTSL)'\' '; .'' .' " ,/,1 ""':, :: 1

• \, • I''.' '" Basi~Kec1Ua ,/
,',.'Belanja',. ./

r: ""'Pa~ 17 ,>''_/
(1) Belanja 'Desa,'se1)~ailllaha' ~iik~~d dalam Pasal 11 ayat (1)

huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belania Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

(3) Alokasi Belanja Desa disusun untuk membiayai kegiatan yang
telah ditetapkan dalam RKP berdasarkan pada standar
satuan harga yang ditetapkan bupati.
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Pasa119

(1) Klasiftkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasa118 ayat
. (1) hu.rui' .~.dibagi d~fPIl sub bidang:
.'.'',~~ penyel,¢iigg~~~~ja i>¢J;lghasilantetap, tunjangan dan

:QPe~sio~al.:peiD.enntahan'Pesa;: \
~~..:.::.::.~:.~'.PriI~.·~~f~~an,.pesa;
c.;..'aqm;!dstrasi. ',kependudukan';' 'pencatatan sipil, statistik,
.,',:'.'da.!-1·~~si~;:"·::~·..: .: \; \ ~..' .. '.:. .,;..
d...•t¥~ "p~j~' :~:peinerintahap/·pererican~;· keuangan, dan

pd~poran';dan'. I . r, " ,:

e.~::·',perbinahan.. ". :
'" ./ '. '\,\"'" ..': ." ,.or -, i

(2) Klasiflkasi".~laI).ja :~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
", , 1: ,,! " '_",,-,,. " • ,.,.-,.. ' . ,-,' ti. __ '. ,,_ I .' -" " _ "

ayat' (~j:'~w;riib'dibagi ~al~. suJl'bi48rig:
a. Peridi~; :.~,;'::.•' ;"\.:::.:, ': .:
b. Kesehatan;" '. .
c. PekeIjaan umum dan penataan ruang;
d. Kawasan permukiman;
e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. Energi dan sumber daya mineral; dan
h. Pariwisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1)huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. Kebudayaan dan kegamaan;
c. Kepemudaan dan olah raga; dan
d. Kelembagaan masyarakat

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, sarnpai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKP Desa.

(3) KIasiftkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
keadaan mendesak yang terjadi di Desa.

d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Desa.
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Pasal21
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1),
terdiri atas:
a. Belanjapegawai;
b. Belanja barangjjasa;
c. Belanjamodal;dan
d. Belanja tak terduga.

Pasal20
(1)Sub bidang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19 ayat

sampai dengan ayat (4)dibagidalam kegiatan.
(2)Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan
bahasa daerah dengankode rekeningyang sarna.

(3) Kegiatan dengan Kode Rekening 90 sampai dengan 99
merupakan kegiatanyangditetapkan olehPemerintahDaerah.

(4) Kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa
pada sub bidang penyelenggaraanbelanja penghasilan tetap,
tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dengan kode
rekening 90 sarnpai dengan 99 yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah pecatu danj'atau
bantuan khusus.

(5)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diterapkan dalarn ketentuan penggunaan paling banyak 30%
(tigapuluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18
ayat (1)huruf d dibagidalarn sub bidang:
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pertanian dan peternakan;
c. Peningkatankapasitas aparatur Desa;
d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga;
e. Koperasi,usaha mikro kecildan menengah;
f. Dukungan penanarnan modal;dan
g. Perdagangandan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1)huruf e dibagidalarn sub bidang:
a. Penanggulanganbencana;
b. Keadaandarurat; dan
c. Keadaanmendesak.

- 13 -



menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

masyarakat/ kelompokpadaf. Pemberian barang
masyarakat.

g. Insentif Pekasih; dan
h. Insentif Marbot.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) buruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf f dilakukan untuk

Pasal23
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barangJjasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:
a. Operasional pemerintah Desa;
b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. Kegiatan sossialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
d. Operasional BPD;
e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;

Pasal 22
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf

a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial
bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kemampuan APBDesa.

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
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Pasal26
(1) Bencana sebagaimana dimaksud Pasal25 ayat (1)terdiri dari :

a. bencana alam;
b. bencana sosial.

(2) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara

Pasal25
(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
sebagaiInanadjm~4 pactaayat (1l paling sedikit memenuhi
Jtriter;ia·~~b~~~.)~~t.:'. :. " < .v

a .hUWm"/ in~pakJlD' 'kegmtan .normal dari aktivitas
.: ..,/pein~tiili·· <, rif;s8.~,:da1t <,:, fnda:k 'daipat diprediksikan

,"sebeb:lmnya;,, , "
b~.'tid.',·.hlc dih~' kBri te 'adl ibe~.:>'t:··l'~':ft\ri.:. ,dan: ....... , .,. p ... "lJ ..' ....~~,
c.':·~~a4a4(11i~~e~dali~U1~rintilh l?es~...

(3) .Kegia~ . pa4a' ')~~b bi4ang':' .penanggulangan bencana
:Sebagaiiri~a' clliriaksud, ,~~d~~'\ayat/i(1)./ merupakan upaya
~ggap_ d~at·akibat··t~~adipya ...b~~c~a alam dan bencana

, ::". ,.-"/ -\" ·\-'r····"'··~···· _-'--'."'-_,'.- .....-.~.-.'.,,' '\..... ,/sosial! .:....,.... . . ,.-,
(4) Kegiat8.l1.pada '~ub.~idahg ~e~d8an darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/ atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga. yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal24
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf

c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang
nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.
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Pasal27
(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal

25 ayat (1) adalah adanya kerusakan dan/ atau terancamnya
penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang
disebabkan oleh kenaikan harga atau sebab lainnya sehingga
mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kebakaran
rumah/pemukiman, gempa bumi, gunung Meletus, tsunami,
kekeringan, abrasi, wabab penyakit, angina topan, petir,
hama penyakit tanaman, dan kejadian antariksa/benda
benda angkasa.

(3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf c adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat, dan teror.

(4) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya tanggap darurat akibat teljadinya bencana
alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan

::\q~oo~·.:~es~~pa9a<~t ,g.~.~~W~ lfejadian bencana untuk
:'riieRafig@1~'dafupakc:btrakyang dftbnbtllkan, meliputi :
a, J(e~~~, :Peny:e~a.~.dan e.v~ElSi korban dan harta""_.'' _: _ ,'.•. "1:~,:'.,_' ":~ ~._,__. :"._':-_",:. "-.~)" ..,·, ·:·1, :~,- -,_,-. ,'; \",'.,,: .
..,. :;····.benda,..:seperti ';'~:'.:;;':~~Iigl:ld8ah·'/·sarana dan prasarana
,.:' ;..Peny~liun~~:" ~~ ~~~i/', I>e~b~gunan/ pengadaan
: 'teri~a pe~gUhg~, ~ ~biuigrman jalan evakuasi

nl~~qju iri~~i'yang lebfu,anUm·" :
\,\\, . _ \,"",J ", ; ".,'\,/,i : ' : ;; ," -~, .1

~~;.pemenuhan.. .keQutuh~ dasar, ,/ ~rlindungan dan
"'Pen~san' "PehguIlgsi:, 'seperti: Pengadaan bahan

" .', ._ ,.- ,'.'" _' .

.ni~~, ..'air:::>:miri~lbersilii;,/ selimut, obat-obatan,.Perle.;~·bayi/bali.~~ keblltuhan khusus perempuan,
kebU:~~ , khhs~~\tmwil} .:funsia dan penyandang
disabilitas, dansebagainya;

c. penyediaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana
prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi
masyarakat;dan

d. penyediaan sarana transportasi menuju fasilitas
kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk
masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

- 16-



\'~ !0;;': r:;q

Im~.Egnbsq bfJc)!.smih [:;rrJHHiegJ~de);:: Jg'llnno f1Hnb:'~~Ji fij'!~IJi'I)[ (1)
B'(:nmJ:nrH.n~f IJfiJB\(!ub f1;.;!f~;?'IJ'b;·i I.:l'.~rl!~br.rL:-.ii;i)B (I] jJl~(H C-:S2

gnB'{_ 1H1B'U~2g'l(j ii;:i) Dt'I;;'WC': [IJ~nr;~rH~(;ril')(J fa;i£c~;)bv.n·")q
B~:gf!irh? fl'UmLs! d!3d~J;:;118.:f.-;Gg'i.l;:r! rr.B~!i.G1TJ;·i riolo nrs....ld."d·,;;.;ih

. ....) . Ie r·"·-I . .. ' .. ,.' '. ,·t,.t". . I ·I··j , '.' ". i ,.. ,'." .•... !rJ:. rsr ·).~·.d librll!f ....!_I..·ltl.:.I.;fil )F, H. ~f1h·~ ,t.».hU..{.~.l.,t ••

t· ''> ~i'T('J("" f' ~.." J'c,j..J.... .Jc ...~~..IJjfJrI:jfU

nnC1.G':f.n.q
)~(IfJ1S2

.nnrcdo-redo ,JIJrnibG .di~T.::d\liHJ!1i:n JW ,[1.8f1f.;;·!r:;m

.rrsuqrnetcq 2!J~urbr !1.8dI.lJucb.>l .J,1ilHd\h:_r;d fl{;qf~>b1.f!~h~q
gf1GbCil:;I{fi~q r.cb i.;ir.:rwl lTIff';)! G!.mrJJi;J (£fHif.JJJ.jd~::-i

rusb !I£grlJjbnH"!~)q ;IBP..Bb f:r.dul.ud:J:-!
rnsrisrl I1;:;.t..d:H:'~J1~)<f ;jj'!')(f~;:~ (i?gnJJ;.?-.rt:;q

J. fg;![.Didib ~U'I Hrl arH~'(fID .tni!F);.i cqI..I'r::}dw.:;gw..:;{)m;-gn~:;bnrrr :/f
)!lJJnu nnJ-},:)II~,d nsif,gi:)i-[ riJ:_;bJ~H:'n;~h Jf,He SbJ-3Q n1~)g~),:''if.{~:iw)b

: inrqilern .rrrollr.rdrnirib ~nr:l'·r.:,rcnI.1U ;I.Gq;nr~L inngflBfI'Jfn
nJ"iorl nsb nndrox i(:.;.HD[I3V~J UGh n.i3:!'Hffilll:),~H~q.!'jJ:·nJj!g~I)J .1";

HfI.f:nG~;:nq f!,Bb .GW.1CG CH;tJb(;)gfl~q iJ1~:jq~JP' ,J:Jbn:;ld

!!.B!.:;b.cgn'xl \rrBrr!JgnDdffI~q ,1;':!)~D[tW:) rIHh fn;J I.>mnhv,rr:)q

iasuxsve fl.Hl£l rturnrgrtsdrueq risb .C!l~ir.grriJg[t<.!q nbrr~J
:fll;llll:; dirbi ~~.[H),'::i;~l!AoIuLuw:lfn

(f) J.sYE nhGq bIJ::df.;rnib BfJRfHff:".gr:(hc ![:120<: l'i;~li.i'Yi~dfiJ.;b n.::ni!3

EnH:)n~)(rD....~nibf3i}:):t '.Ref;).!; lj·mn/:h q.[.;~~gm;~)n'l,cqu nC)Ir,ql.r~~Hn
·-;'··I'rr·p·l....cr !·J~IJTrl'·.,J·r)~l'l::T)"r'Jh r""'jG'J~ (pi:.-c)'" :~i1<'~J(:<·),4 J~II'IU' I-r"-'I,'....... .., ,...;-.,~ ..J t ~ ........ ,. ~Ll .... c!_ .. .1 _~# ,J r.J ._,-~_# v I....,..... _~', ..•. ~._ .. ~ ~;.'.~



(1)<Krit~ti~;:;;'.ke~p~·"merld~shltc:'seQag~ana dimaksud dalam
"p's~f'd5ay~t (1) adal~":keadij'~ yang memaksa untuk segera
:~, dip#t1~~,.:dan; diS~l~$~ya' upaya pemenuhan
':"keb1J.fuhan.,prirri~t:"d~:p~lk:y.~~d~~ar ~syarakat miskin
yang'~:~engal~, "k~,d~a1;an:berupJ ~~butuhan pangan,

~" ,,' '''. . - , ! •• -,- . "': ~': ," ::_ l"
~~ang;,;,;., pe~mah~, "k~~ell.a~, ,l pendidikan dan/ atau
pelayanan-sosial dasar-; _," , '

(2) Krite~I-~Syar~t misldn -yang' ·.~e~galami kedaruratan
... / : : -; _",''. ',___ _",!(..'.... I.. ': •• ' ,_.;' _.'

sebagairi1~a,'~D,la¥sti~f~daaY8:t(1) adalah:
a. masyarakat' Desa' yang tidak' mempunyai sumber mata

pencaharian tetap dan/ atau kehilangan mata pencaharian
yang perlu penanganan segera karena adaanya ancaman
resiko hilangnya nyawa manusia;dan

b. masyarakat Desa yang tidak mempunya sumber mata
pencaharian tetap dan/ atau kebilangan mata pencaharian
yang perlu penanganan segera karena adanya ancaman
resiko hilangnya kesempatan anak usia sekolah
melanjutkan pendidikan;

(3) Pelaksanaan kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)merupakan
pertolongan pertama yang pelaksanaanya diputuskan oleh
KepalaDesa serta dilaporkan KepadaBupati melalui Camat

...., ~" ",

Pasal28
..,- _-, ..-:'. '~.-~.. "

(2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (1)antara lain berupa :
a. Sarana dan prasarana Pendidikan, seperti sarana

prasarana PAUD.
b. Sarana dan Prasana Kesehatan, seperti sarana prasarana

pelayanan posyandu dan polindes.
c. Sarana dan prasarana umum yang merupakan satu

satunya prasarana penunjang akses masyarakat, seperti
jalan dan jembatan desa.

d. Sarana dan prasarana pendukung penataan ruang dan,
seperti sarana prasarana sanitasi, sarana prasarana air
bersih, sarana prasarana penerangan
(listrik/ elektrifikasi),

e. Sarana dan prasarana pendukung kawasan permukiman,
r. Sarana dan prasarana pendukung ketentraman
·····:k~~~rtib8ll·.~'1:lm.•.,p~rUnd:t1pg~masyarakat dan sosial.. " -.:;"»._.- . : .~~.. , "-'-"'U:<' \',_ ":. . ... ,.-':_':'_'-"", . .' "':'-

',',
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Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal30
(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat

(1)huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal29
(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub

bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah dengan
menggunakan jenis belanja tak terduga.

(2) Anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak yang dialokasikan dalam APBDesa
merupakan blok anggaran pada bidang yang dapat digunakan
sesuai kebutuhan masing-masing sub bidang.

(3) Dalam pelaksanaan belanja tak terduga, pemerintah desa
tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa uang,
harus berupa kegiatan atau dapat berupa bantuan barang.

(4) Sumber belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/ atau
be"'fin.un~r,dari pengalihan belEl,Ilj~.kegiatan lainnya pada

, b~dtUlg:'~i~~hy~16pggaJ:s'@ii",pemetiritaltAp Desa, pelaksanaan
:'perrib~~~, .•,'pe., '.".pemb~flan \·)t~xn.asyarakatan Desa,
."d$ri/~t41~(.,:pc;~beraayaan''ni~S~~t; .Desa yang belum
cill~$an~,yang dianggar~\d~'AP~ Desa Perubahan.

(5) RealisaSi .belanJa' ~ terduga'" d.llaP9rk8n..kepada Bupati
melalill ~aT~' ~eliimbat~lM.tbatnya'£; (satu) bulan setelah

',"'. . '. .. -. ,I : 1 , '1
;' ;pelaksaan, . , :'

(6) Lapor~<\~bagalmana dim~sud pada .ayat (5) dilengkapi
bukti ~~~~ilp~ngelum:.an" penga,d~ barangfjasa atas
penggun~:-·',~:'mJ.ggar~<'betarij~'/ ~ ../ terduga yang telah

-. - _. ~( ; ',,"; 1;1 ',; r ", :: •• _ ,;'
dilaksanakan." . ' ': ,

" ' j',,'"
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,.. .}>asal33
',_," • ,.. I,. I" {,_ "~"\." ! ,/

(1) Pembentukan dana, cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

•• : ';; 0 \' ". pasalO$~'.',
~-:~.,\

Pengeluaran pe~9ifly~a'~ sebtigaitpaI!a cli~aksUd dalam Pasal 30
, \\. \\"',_r':'~"_"'1.,,/ " .: ,< -: ~ !

ayat (2)htiruf b,'.terdirl atas: ,,' '!( ._--;:... .<>.., ". -", ,', :.... - ':~' , ~\ ," ;:
a. pembentukan dana cadangenjdan ;
b. p;nye~·,mocial.,~<':·' ....." . . "

'.. '~/': /,-(?"" "\:"-~':""""'""'-'"

(2) SiLPAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan
Pembia.yaaJ1:d~~~:APBDesa~ .' ...,

(4) ,Ha$ijp~nj~81ari"k~i¢Y~Ti'I?~~Yailgdip~sahkansebagaimana
diIIl~sud pa~,Jiyat (1) 0 htiruf Co cYeatat dalam penerimaan

,"p;~t)iiyrum'hasil peil:iUala:ri:~I4l.~ DOe$&.yang dipisahkan .
. , . ,: " ...• ' .

Pasal31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2)huruf a, meliputi:
a. SiLPAtahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali

tanah dan bangunan.
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Pasal34
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan
kepada masyarakat.

(2)'Peny~ mo4at pa.~ BlJl4, Desa.'dan/ atau BUM Desa
-:Bets$trl.i:,~etiig~i~a.djm,akS\id~aru..:ayat (1)dapat berupa :
" '. -'~ .. _ ",:.. - "'. " '. " . ", ~ \. . \. . ".

".a~':V~~;~,/ <":: ':'<"':',.'> ".,':'. ,:\',; ,>/: ':,
"c~:-,I~akllak,aitariah qan/a.~u ;b~~ aset desa.

(3) Pe~ye$kIp,~#l::8~baga;rq8~a'~U(i.Pada ayat (1)hurup
" '" ,.. " ',_ ," I .... ,.- i',",'-' -_ ,. .'

a:; @.~rup~>; ,:l5.e¥yaan).J)~sa': yElpg;' dipisahkan yang
,dianggarkail aap ,pc,ngeluariuipembiay~i dalam APBDesa.

, \ . '.'.,':",' " ': j ,',',' , :

(4) :Peilye~ moda1.:s~bagaim&na,dimaksuqipada ayat (2) huruf
'-"~" __.-, .~. '~'. _, :.,' ,; ~,1,. ': ~~:." / .'

b.dalam 'bentuk tanah kas' Desa 'dan bangunan tidak dapat
.. " '\ , ' ..' , " " ,'.'diju.t1!'~8Ild1~tiltk8ri dalam':p~ratUf~ .desa tentang pendirian

BUM pes8.~.,. , " iv

(5) Penye~' mod~". pada BUM:""nesa dan! atau BUMDesa
Bersama harus melalui proses analisis kelayakan usaha,
antara lain :
a. kelayakan sosial ekonomi;
b. kelayakan pasar dan pemasaran; dan
c. kelayakan keuangan.

(6) Proses analisis penilaian kelayakan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim
verifikasi yang dibentuk oleh kepala desa.

(7) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/ atau BUM Desa
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.

(8) Pemyaluran dana dalam rangka penyertaan modal dalam
b~ntuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui pemindahbulruan dari rekening Kas Umum
Desa ke Rekening Bumdes.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan kepala Desa.
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Pasal37
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal36
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 dilakukan dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan
dari rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem inforrnasi yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri.

Pasal35
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

BABIV
PENGELOLAAN

(9) Pengelola Bumdes wajib menyampaikan laporan secara
berkala kepada kepala desa setiap 6 bulan sekali pada bulan
Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

(10)Kepala desa dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi
terhadap perkembangan penyertaan modal di Bumdes.

(ll)Dalam hal pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana pada ayat
(10), kepala desa dapat menunjuk tim pemeriksajevaluasi.

(12)Penyertaan modal desa kepada Bumdes dapat ditarik kembali
apabila penggunaan modal tidak sesuai peruntukan, atau
tidak menghasilkan keuntunganjlaba tidak sesuai rencana
usaha Bumdes.
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Pasal39
(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD

seba~aimana dimaksud daIam Pasal 38 ayat (3), KepalaDesa
me~Ylapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai
penJabaranAPBDesa.

Pasa138
(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa

, tentang AJJI.3 Desa ,k~padal{ep$,DeS8:.
(2)'-~an9gga,tl ~era~ Re~,·,t~ntat)g';APBDesa sebagaimana

;dimaksud:,pad~,-~yat'(lrdis~paikan ~epala Desa kepada BPD
• tUl.tq.k ,;:dibahas"'dan ~.ep~ti, J)e~~a .dalam musyawarah
:'BP~~':':: ,./ ,',' ,<. '.' '\' .. \: '. ,':,

(3) 'RaDca:ngan~etab;ir~ Dese,' tentarig APB,Desa sebagaimana
:'ditJlEik~~d /da>'J;/at,' (2) 'di~:~~i-~tf;:bhr.alin lambat,. ,pa y. ." . "'~~." " ,. p gbuIarl<Okto~~'Wltih':'be.~. : ..,,'; i ,:
,':. .. "'\ " "'.,,,':,.." -: IJ : :'! '.' ;' }

(4) Dalam halBPD"tidSk'menyepakati,.rancanganPeraturan Desa
I . '.'~'<.-, \. 'i ...' :'-. ;, - ': ~_...~; l I

tentang AP~\Desay~g'edistiJhpaikan,KepEllaDesa, Pemerintah
Desa- ';h~y~\,,~dapii(mel~/:'k~gi~&n yang berkenaan
dengan ' ' , 'penge1lrtaran; ..' operastcnal penyelenggaraan
pemerintahan D~s8.,/ dengan in~nggunakan pagu tahun
sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

(6) Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan perdes APBDes
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melakukan
mediasi antara BPDdan Pemerintah Desa untuk melakukan
penyetl.\iuanrancangan PerdesAPBDes.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan
pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikitmemuat:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten

dengan kewenanganDesa dan RKPDesa;
b. prinsip penyusunan APBDesa;
c. kebijakan penyusunan APBDesa;
d. teknis penyusunan APBDesa; dan
e. hal khusus lainnya.

(3) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
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Pasal42
(1) Camat dapat mengundang kepala Desa danZatau aparat Desa

terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
(2)H.asil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada
Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Pasal41

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (3) disampaikan Kepala Desa
kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan
panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
dokumen paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar;
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran

APBDesa;
c. peraturan Desa mengenai RKPDesa;
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan,

j ika tersedia;
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
g. berita acara hasil musyawarah BPD dan keputusan BPD

tentang kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa

Pasal40
(1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa kepada carnat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesakepada Carnat
sebagimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan
Peraturan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 23 -



Pasal44
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah

dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan
Desa tentang APBDesa.

Pasal43
(l);';'~P,~llij~,J.Yl~~~,~§!~~~i~~b~,~jm~d~~aksud dalam Pasal 42
""ayat (5f)idak ditincWdanjuti, eleh Kepala Desa dan Kepala
.:-D~.~:te~p¢en~tapbri ~~gap.··:Pentturan Desa tentang;.~.>, -,' ,/_-.'l: ~<. <:~~'_""'-';- --:...•. -,.... ,_.... :. _ '-::'_' .... -, ":~_ I...~.__:.. ' '.\,_ ""'_'~.:

. APB'Desa':menjadi Peratur~':Desa 'dan Rancangan Peraturan
, Kepalti'.D~sa"ten~g',Penjaqar~~APa':l)es~'~enjadi Peraturan
(:,Kep~' Desa(.·..Chln~t'men8aj~a~:: ~~dh.p~an pembatalan

\..-...... ':,\'_"-.. , ' .~.....~ "'. "- .. i

peraturan dimaksud..-kepadaBupati~ " ;
. ." " ~. ' .'_,. •...,,,.~; -.' ..'. .' , ,', ", I !

(2) ~upati :~~ni6~jUti"'~~ho~an// pembatalan peraturan
s~b,againuili.~dim~:u.d·,·'pacla aya~./(l) /dengan menetapkan
keputusan btipati:ten~g ~,mb~tiil~.p~raturan desa tentang
APB D··e''- s'a':. . ." " .,'. "C··':., .: "

" ,'.. ;.. --.~ "... :

(3) Kepala Deea me'~Derhentikan pelaksanean Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempumaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang Iebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan
Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang Iebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP
Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempumaan
paling lama 20 (dua puluh) hari ketja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
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Pasal46
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa

apabila terjadi:
a. penambahan danZatau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.

(3) Kriteriakeadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :
a. kejadian luar biasa/ waban/ bencana yang menimbulkan

kerusakan dan korban jiwa, tidak dapat diprediksi
waktunya, tidak dapat diperkirakan dampaknya, dan tidak
dapat dihindari dampaknya

Pasal45
(1)Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa

kepada masyarakat melaluimedia informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:
a. APBDesa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan

kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

(2)Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya.

(3)Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana
dari Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4)KepalaDesa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditetapkan.
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Pasal48
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB
Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaI 38 sampai dengan
Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

Pasal47
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
. Desar8ebellln,i:Raiican~ Peratqr~;'D~sa tentang Perubahan
,APB~,:DeSa'dite~p~nt.: ", ""

(2)'~eta~ Kepa.h:f::O~Sa:·ten1:l:i.rtg~:,pe,J.ilbabanpenjabaran APB
D~~;'::8eblig~ana ~8Ud'::p~daJayat\,(1) dapat dilakukan
; apabilateIjadi:. ':> ::' "',, :,:' , "
:<a~ p'~~bahari': idan/atau,},'Pf'ngurEmgkn ,d.~am pendapatan

D~~pad~:~~:~gg~ b~rjalani !.
b.. k.ead~ ':y~g" '~enyeQ~bka,tt -,h~s/ segera dilakukan

~. ... .. , '-~. -. ' ." .' _., '. < ".: • /

: pergeset~ an~9-llj~ be~anja;,.q~ ,/
c. .~egi~~.'yang:'b~lum 4iiaksaqaiain_.tahun sebelumnya dan

mel1y~babkan; ,SiLPA\' a)aUl',~~d~laksanakandalam tahun
anggaran "beIjhlah.'" ,:".""

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Bupati melalui camat dengan surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.

b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah
Daerah.

(4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b, diputuskan dengan keputusan Bupati, berdasarkan
usulan Desa dan Kecamatan.

(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB
Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
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Pasal53
(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

anggaran sesuai tugasnya menyusun DPApaling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.

Pasal52
(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah

tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
Desa.

(2) Jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling banyak Rp 5.000.000,- ( Limajuta rupiah)

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal50
(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui
rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan
kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(3)Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wili.J.yabnya, reken,ing):eas D~ dibuka di wilayah terdekat
·yantf dip#~f·:.91eli:·.Pein~¥tan::D~s~>'dengan spesimen tanda
. tarigari·::kep8Ja,·pesa.:.ctari Kaur·k~\laJlgah".'

(4),:.·.Pet\~jUkan.~b~ aalaDi ·pen~¢ldla8Kkeuangan Desa melalui
. re~ertm.g:;,.kas'D.~~ sebag~~a:.dimak$tld pada ayat (1)
~:~t~.p~,d~ng~j~~putusani:~.upa:ti.~···:\ '.-;»

. " '.~ r .. " " ~ ~~_' . \ ,'. ' " .
- . ' ..~.

, <:. I;: ~.':'. . :',.:. pa~ sf i i
(1) Nomor rekenihg·ka~:i'Pesa.sebagaimana:dimaksud dalam Pasal

" " . _'. \ ,_',' _f I

49 dilapor~ kepa1al'p~sa:kepadaB1Jpatii~elalui Camat.
(2) Bupatl: ,rilelaporkari:''daftlu"' 'hc)in(j~i;~~~ningkas Desa kepada

Gubemut .dehgan·.:tembusan M~n,teri'Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal:Bina:Pemerinuillan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal49
Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan
Bupati.
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(1) Dalam hat' terja~i~~rubahan Per~turanDesa tentang APB
Desa dan/ atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa yang menyebabkan teJjadinya
perubahan anggaran dan/ atau teJjadi perubahan kegiatan,
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2) DPPAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPAkepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPApaling
lama 15 (lima betas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

(2) DPAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana KeJjaKegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu
pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim
yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
:rancangan DPA~ Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
:,*lihg"';:')~a~,::':tt::«ena~)'"::'hati,',;;k~a setelah penugasan
,~bELgann.anadfmai:lnidj)ada' 8:Yat,(l) .

.- .. ," -". . ,,"_., " '

.•• -_ . " L? "~ - ,:'~'.; _' , :'~" >. I \':':','.',

" ,; \ P~~:'§~'J'
(1)'~ehe®is Desa ~~~ .verifi\(a.~,:ran~gan DPA paling
'k~' :>15" :"(lilD~..:~ias)' hari'_'-:,k~~a;':'~jak_:':J{aurdan Kasi

• -. \, " "-', .: ",',' ..,-~; .... _j ,'\.\' .•. :: .•••• .: ; :

II?-eI?-yer:$kai(raricahganDPA. ' -','" i ;
.-: , . __' \ ;. -'-. ' "-"" t_.__- _.r_~_ " _, i " '-. ; ,{

(2) KephlaD~sa riienyefujui r&n;cangan:D~Ayang telah diverifikasi
/ \"::.. " , • c" ,-' ~ • " , .. ,/

oleh Sekretatis Desa,' ,~", ' "
'\,"'.~' .:~.~',- ,,' .. ,,' ,/
\ ," ...'...... ,-'
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anggaran
pengeluaran

(1) Arus bs~ keluar: '"sebagaimain' dimaksud dalam Pasal 56
memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab
atas kebenaran material yang timbul dati penggunaan bukti
tersebut.

(4) Kaur dan Kasi peJaksana kegiatan
bertanggungjawab terhadap tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran
anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pa~59/ .." .,- ~"' ..' .

..',~ , ''':,~~ill'~~"\
...... ,.. ', '< •

: (1rAnt~:"k~s m~st;ilt. seba~aqa ,,:<lh.n$Jud dalam Pasal 56
. ,~~uat. ':s.~rii~I:l'~\·penq~~tah, J")~sa':,yang berasal dari

Pe~dapa~A~Ii;Oesa, ~sfer :dan pendapatan lain., ,.': ". " ", .: ,.... ',.': '.: J: :. .' i

(~)·~~tiap;,:,:.pendapatan seq~g~a/di¢aksud pada ayat (1)
: diciukting oleh bWUi~Yang·len~p/danl sah.

t " :.-p "; \.,~."._ '~::.~' .' . -.' .. ':" r/_-' "'-" /

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat arus
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
•...,p~~ A~ana;d.~."x~~~:;",~tl desa untuk mendanai
"~ng¢~u~ :be~satt~ {?PA ,~g: telah disahkan oleh kepala
,Desa'~,:.'.' :,' .' .," ,. '.,. '

. , ....~'-, .

Pasal57

Pasal56
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan

DPAyang telah disetujui kepala Desa.
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Selaetaris Desa.
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK

Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah

diverifikasi Sekretaris Desa.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
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Pasal62
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) untuk
kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih
dari 10 (sepuluh)hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum
dilakukan dalarnwaktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran wajibmengembalikandana yang
sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam
kas Desa.

Pasal61
(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan
periode yang tercantum dalarn DPA dengan nominal sarna
besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal60
(1) Kaur dan Kasimelaksanakan kegiatan berdasarkan DPAyang

telah disetujui KepalaDesa.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola danj'atau
penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutarnakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan memaksirnalkan penggunaan
material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong
dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat
dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa yang dianggap
mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di
Desa.
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Pasal63
(1) Pengajuan SPPuntuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan

melalui penyedia barangfjasa dilakukan setelah barangfjasa
diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri
dengan:
a. pemyataan tanggungjawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/ jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),sekretaris Desa berkewajibanuntuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang

diajukan olehKaur dan Kasipelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB

Desayang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur

dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4)Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasiyang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(5)Kaur Keuanganmelakukan pencairan anggaran sesuai dengan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan
persetujuan dari kepala Desa.

(3) Kaur Keuanganmencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran
pengadaan barangj jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran
yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

anggaran.
(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran

barangj jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa
uang ke kas Desa.
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Pasal69
(I) Pencairandana cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatatkan dalam Catatan
atas LaporanKeuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)merupakan penyisihan anggaran dana cadangan
dalam rekeningkas Desa.

Pasal68
(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a,
digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan

lebih kecildaripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatanyangbelum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPAyang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penenmaan dari pelampauan
pendapatan danIatau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun
anggaran berkenaan.

(3) SiLPAyang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan
kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.

(4)Kaur danl atau Kasipelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPAuntuk disetujui kepala Desa menjadi
DPALuntuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b.

(5) Kaur dan Iatau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala
Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun
anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desamengujikesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatanyang akan disahkan dalamDPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun
anggaran berikutnya.
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Pasal 72
(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum

yang terdiri atas:
a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

(2)Buku pembantu bank sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
melalui rekeningkas Desa.

(3)Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan
pengeluaran setoran pajak.

BagianKetiga
Penatausahaan

Pasal 71
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
(2) Penatausahaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 70

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli
Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Desa mengenaidana cadangan.

(4) Programdan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan
programdan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggarkan pada penerimaan pembiayaandalam APBDesa.
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Pasal75
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dilaporkan
oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat
tanggallO (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluaei dan analisis
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I).

Pasal74

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan
RAJ{Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

, (2) Pengeluaran 8tas" ,beban' APB' -Deea untuk kegiatan yang
diIaktikari:·s~cifra':swake16Ja cHkeluarkan oleh Kaur Keuangan
,kep~d~""Ka~:da.n'.'Kasf "p,e~~a.\ kegiatan anggaran atas

":.{,d~~ 'D~A'dan>SPRyaftg:';4iaj. s~rtatelah disetujui oleh
.. IK¢pai~i:De8a-, , 'i.", ' ',•.•• ", ','. " :' , '

,(~l~~~~el~ -,~~~'" be'bai;t.i A¥~.,;p~~ untuk kegiatan yang
,' , dil~, meialui, penyeclia.'..barartg/jasa dikeluarkan oleh

Ka~"Ke~gah':Jttngs~~ kepada ~n;edia atas dasar DPA
.: dan S:P~yang((li~jUkanol~hKasi' p~iak~a kegiatan anggaran
"dan tel~' disetuju! ()l~hKepala I;>~a.. "

(4) Peng~luarati a~SJ .:b~ban·~AP~/D~sa'untuk belanja pegawai,
dil~,:s~c~ l~gsung oieJ.:l..Kaur Keuangan dan diketahui
oleh Kepala Desa. .' .

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan
kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal73
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau

kantor pas oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh

dari pihak ketiga.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan catatan ' pemberian dan
pertanggungjawaban uang panjar.
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Pasal 78
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)disampaikan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai
dengan:
a. Japoran keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APBDesa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 77
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan
Agustus tahun berjalan.

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun
berjalan,

Pasal 76
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa

semester pertama kepada Bupati melalui carnat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan buku kas umum dan laporan-laporan
perkembangan kegiatan serta anggaran.

Bagian Keempat
Pelaporan

(3)Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada: ayat (2) disampaikan
kepada KepalaDesa untuk disetujui.
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Pasal81
Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa,
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Panduan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APBDesa, DPA,DPPA,RAKDesa,
Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan
Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBDesa
Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal80
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77

diinformasikan kepada masyarakat melaluimedia informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:
a. laporan realisasi APBDesa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.

Pasal 79
(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negerimelalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggukedua Bulan Apriltahun berjalan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Desa.
(4) KepalaDesa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan Buku Kas Umum
dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal63.
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(1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini masih berjalan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor12Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sarnpai
tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini.

BABVII
KETENTUANPERALlHAN

Pasal85

Pasal84
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran
administratif dan Iatau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal83
(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan

biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk
berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penjabat KepalaDesa Persiapan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional
dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

BABVI
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal82
(1)Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa yang dikoordinasikan oleh APIP Daerah
Kabupaten dan OPD yang membidangi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

(2)Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa di willayah Kecamatan masing-masing sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BABV
PEMBINAANDANPENGAWASAN
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Kndis/Kabag Pcn:;:olah

Asisten/i/ll/Hl ~
Kllung ~lukum _~

PARAF KOORDINASI

ROHMANFARLY
BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2018 NOMOR2

Diundangkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKTIMUR,

JIM. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

~BUPATJ LOMBOKTIMUR,~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Pasal87

Pasal86
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVIII
PENUTUP

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun
anggaran 2019.
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Kode Rekening BIDANG,SUB BIDANG,dan KEGIATAN
1 BIDANGPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
mencakup:

I 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa {Maksimal30 % untuk kegiatan 1-71

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunianaan Kenala Desa
1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tuniangan Peranzkat Desa
1 1 03 Penvediaan Jaminan Sosial bazi Keoala Desa dan Peranlikat Desa
1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKDdan PPKD,

[perlengkapanperkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/teloon, dll)
1 1 05 Penyediaan Tuniangan BPD
1 1 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-rninum], perlengkapan

lnerkantoran, Pakaian Seraaam. nerialanan dinas listrik/teloon. dlll
1 1 07 Penyediaan InsentifjOperasional RTjRW
1 1 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan 8elanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

Operasional Pemerintahan Desa

1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoranj pemerintahan
1 2 02 Pemeliharaan Geduna/Prasarana Kantor Desa
1 2 03 PembangunanjRehabilitasijPeningkatan Geduni/Prasarana Kantor Desa**
1 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidana sarana dan prasarana nemerintahan Desa*

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan

IITP,Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dill
1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan

[potensi desal=
1 3 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan nemerintahan desa
1 3 04 Penvuluhan dan Penvadaran Masvarakat tentana Keoendudukan dan Pencatatan Sip
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partlsioatif
1 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik

dan kearsioan*

1 4 Sub Bidana Tata Praia Pernerintahan, Pereneanaan, Keuanaan dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,

MusrenbanJ!.des/Pra-Musrenbane:des, dll., bersifat rezulerl
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang

bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dlll
1 4 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,

dan seluruh dokumen terkaitl
1 4 05 Pengelolaan/ Administrasi/lnventarisasijPenilaian Aset Desa
1 4 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen Rencana

Pembanaunan/Keuanganl
1 4 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan

akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran. informasi kepadamas' --1·-t1

1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
1 4 09 Koordinasi/KeIjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

(Antar Desa/Kecarnatan/Kabuoaten. Pihak Ketiga, dm-

A.I. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

A. Format Kode Rekening

PENGELOLAANKEUANGANDESA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 Tahun 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



1 4 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD (vam~meniadi wewenana Desa)

1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
mengikuti Lomba Desa

1 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
[pelaporan"

1 5 Sub Bidang Pertanahan
1 5 01 Sertiflkasi Tanah Kas Desa
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda

Pertanahan)
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBS)
1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1 5 90-99 lain-lain ke~tan sub bidang pertanahan"

2 BIDANGPELAKSANAANPEMBANGUNANDESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapijuga
terkait dengan pernbangunan non fisik seperti pengembangan dan pernbinaan,

2 1 Sub Bidang Pendidikan
2 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa'"

(Bantuan Honor Pengaiar Pakaian Seragam Operasional dst)
1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD,dst)

2 1 03 Penvuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2 1 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PerpustakaanjTaman Bacaan Desaj Sanggar

Belaiar Milik Desa -
2 1 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TKjTPA/TKA/TPQjMadrasah Non-

Formal Milik Desa**
2 1 06 Pembangunanj Rehabilitasij Peningkatan/Pengadaan SaranajPrasarana/ A1atPeraga

Edukatif (APE)PAUDj TKjTPAjTKAjTPQjMadrasah Non-Formal Milik Desa-

2 1 07 PembangunanjRehabilitasij Peningkatan Sarana Prasarana PerpustakaanjTaman
Bacaan DesaL Sanggar Belaiar MilikDesa**

2 1 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Peniaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaiar
2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa MiskinjBerj)restasi
2 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan"

2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)jPolindes Milik Desa (Obat-obatan;

Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KBdan A1at
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)

2 2 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posvandu)

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dill

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaia (PMR)tingkat desa
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upava Kesehatan Tradisional
2 2 08 Pemeliharaan SaranajPrasarana Posvandu/Polindes/ PKD
2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana

Posyandu/Polindes/PKD **
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan"

2 3 Sub Bidana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa
2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
? ::\ OS Pp.mp.1ihAr.RAnPrAAArAnA .T.RIAnOP.R.RInoronp'-p'nrnnp'. Rp.lnk.Rn. Rmc/RIAh Culvert.
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2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Bitus Bersejarah Milik Desa/Penlasan Milik
2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa
2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2 3 10 Pembangunan/RehabilitasiL_Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Perrnukiman/Gana **
2 3 12 PembangunanjRehabilitasi/Pening_katan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan MilikDesa **
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,

Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **
2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2 3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah

Milik Desa/Petilasan
2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2 3 20 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ GapurajBatas Desa **
2 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang"

2 4 Sub Bidang Kawasan Pennukiman
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layale Huni

(RTLH)GAKIN[pemetaan, validasi, dll)
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air /Tandon Penampungan Air

Huian/Sumur Bor, dl1)
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangza Inipanisasi dll)
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar

prasarana jalan)
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,

Bank Sampah dl1)
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bennain Anale Milik Desa
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih MilikDesa (Mata

Air/Tandon Penampungan Air Huian/Sumur Bor, dll)**
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarnbungan Air Bersih ke Rumah Tangga

i(pipanisasi, dll) **
2 4 13 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pennukiman (Gorong-gorong,

Selokan, Parit, dll., diluar prasaranaj_alan) **
2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2 4 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasllitas Pengeiolaan Sampah

Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2 4 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah [Drainase,

Air limbah Rumah Tangga)**
2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bennain Anak Milik Desa**
2 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 5 03 Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
2 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Linakungan Hidup*

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2 6 01 Pembuatan Rarnbu-rambu di Jalan Desa
2 6 02 Penyelenggaraan Infonnasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi

ipenetapan/LPJ APBDes untuk Warga. dll)
2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infonnasi Lokal

Desa
2 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan. Komunikasi, dan Informatika*

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaEnergi Altematif tingkat Desa
I') '7 nl') o.......h .........,...........IO..h ...h;Ut .. c-; IO..~ .........~t ........Q..................t ....... ~c- ............... 1<' ............. 41t............Hf
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2 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Dava Mineral*

2 8 Sub Bidang Pariwisata
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata MilikDesa
2 8 02 PembangunanjRehabilitasijPeningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Oesa
2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

3 BIDANGPEMBINAANKEMASYARAKATANDESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat jlembaga kemasyarakatan
desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

3 1 Sub BidanRKetenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindung_anMasya.ral{at
3 1 01 PengadaanjPenyelenggaraan Pos Keamanan Oesa (pembangunan pos, pengawasan

'pelaksanaan jadwal rondajpatroli dll) **
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga KeamananjKetertiban oleh

Pemerintah Desa rSatlinmas desa)
3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat

I (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dIl)Skala LokalDesa
3 1 04 Pelatihan KesiapsiagaanLTanggapBencana Skala LokalOesa
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala LokalDesa
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3 1 07 PelatihanjPenyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan

Pelindungan Masvarakat
3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan

Masvarakat*

3 2 Sub Bidana Kebudayaan dan K aan
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3 2 02 Pengiriman KontingenGroup Kesenian dan Kebudayaan sebagai WakilOesa di

tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdatjKebudayaan, dan Keagamaan (perayaan

hari kemerdekaan, hari besar ~~amaan, dll) tingkat Desa
3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KebudayaanjRumah Adat/Keagamaan Milik

Desa **
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan MilikOesa **
3 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan"

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Oesa di tingkat

Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan [Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan

Kebangsaan dlll tingkat Desa
3 3 03 Penvelengaaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah RagaMilikDesa**
3 3 05 Pembangunan/RehabilitasijPeningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Olah Raga MilikOesa**
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Ke~emudaanjKlub Olah raga
3 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

3 4 Sub Bidang KelembagaanMasvarakat
3 4 01 Pembinaan LembagaAdat
3 4 02 Pembinaan LKMO/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PKK
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

4 BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKATDESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat vana mencakup:

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat MilikDesa
4 1 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil MilikDesa
4 1 O~ pp.mh~nJ71mRn IRp.h~hi1itRSi IPp.nin,,1cAtRn J(RTRmhR IKo1Am Pp.riKAnAn OAmt Milik
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• = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupat.en/Kota) .
- = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

4 1 04 PembangunanjRehabilitasijPeningkatan Pelabuhan Perikanan SungaijKeeil Milik
Desa='

4 1 05 Bantuan Perikanan (BibitjPakanjdst)
4 1 06 PelatihanjBimtekjPengenalan TekonologiTepat Guna untuk Perikanan

Darat/ Nelavan -
4 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (AlatProduksi dan pengolahan pertanian,

penggilingan Padi/jagung, dl))
4 2 02 Peningkatan Produksi Peternakan (AlatProduksi dan pengolahan peternakan,

kandang, dll)
4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4 2 04 Pemeliharan Saluran lrigasi TersierjSederhana
4 2 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petemakan *
4 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Pet.ernakan*

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01 Peninakatan kapasitas ke_Q_alaDesa
4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4 3 03 Peningkatan kapasitas BPD
4 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perem_puan
4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Peny~dang Difabel (penvandana disabilitas)
4 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha MikroKeeildan Menengah (UMKM)
4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha MUcro,Keeildan Menengah serta Koperasi
4 5 03 Pengadaan TeknologiTepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-

Pertanian
4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah*

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4 6 01 Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan AwalBUMDesa)
4 6 02 Pelatihan Pengelolaan BUMDesa_(Pelatihanyang dilaksanakan oleh Desa)
4 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal"

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa_LKiosmilik Desa
4 7 02 Pemban_IDl_nan/RehabilitasijPeningkatanPasar Desa/Kios milik Desa-
4 7 03 Pengembangan Industri keeillevel Desa
4 7 04 PembentukanjFasilitasij Pelatihanj Pendampingan kelompok usaha ekonomi

lnroduktif
., ...... ..:1. industri rumah.ta ,.........dm-

4 I 7 90_-()()1ain-lain 1cpaiAtAn sub hidAOp...· .... Ig'Andan P . it . •

Pi RIDANGPRNANGGULANGANBENCANAKF.ADAANDARURATDANMt<:N)t<!HAK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan
untuk kegiatan penanggulangan beneana, keadaan darurat dan mendesak:

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Beneana
5 1 00 Penanggulangan 8eneana
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2 00 Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
c; ~ nn ·U'paitaan M. ... .1r
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Kode Rekenina
a b c d

Uraian

4 PENDAPATAN
4 1 Pendapaten Asli Desa
4 1 1 Hasil Usaha
4 1 1 01 Bagi Hun BUMDes
4 1 1 90-99 Lain-lain
4 1 2 Hasil Aset
4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4 1 2 02 Tambatan Perahu
4 1 2 03 Pasar Desa
4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum
4 1 2 05 J lriRasi Desa
4 1 2 06 PeleJ.anaan Ikan Milik Desa
4 1 2 07 Kios Milik Desa
4 1 2 08 Pemanfaatan La L/Prasarana Olah raza Milik Desa
4 1 2 90-99 Lain-lain
4 1 3 Swadaya, Partisioasi dan Gotona RoyonR
4 1 3 01 Swadava .. i dan RotonJ!;ro_yong
4 1 3 90-99 Lain-lain Swadava. Partisipasi dan GotOnR;Royong
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa
4 1 4 90-99 Lain-lain
4 2 Transfer
4 2 1 DanaDesa
4 2 1 01 Dana Desa
4 2 2 BSRiandari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabuoaten/kota
4 2 3 Alokasi Dana Desa
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
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4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 4 01 Bantuan Keuanzan dari APBDProvinsi
4 2 4 90-99 Lain-lainBantuan Keuangan dari APBDProvinsi
4 2 5 Bantuan KeuanganAPBDKabupaten/Kota
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBDKabupaten/Kota
4 2 5 90-99 Lain-lainBantuan Keuangan dari APBDKabup_aten/Kota
4 3 Pendapatan Lain-lain
4 3 1 Penerimaan datiHasil Kcrjasamaantar Desa
4 3 1 01 Pencrimaan dari Hasil Kerjasamaantar Desa
4 3 2 Penerimaan dari Hasil KeJjasamaDesa dengan Pihak Ketiga
4 3 2 01 Pencrimaan dari HasilKeJjasamaDesa dengan Pihak Ketiga
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Pcrusahaan yang berlokasidiDesa
4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasidiDcsa
4 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketige.
4 3 5 Koreksikesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnyayang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun

anggaran berjalan
4 3 5 01 Koreksikesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnyayang mengakibatkan penerimaan dikas Desa pada

tahun an~ berialan
4 3 6 BungaBank
4 3 6 01 Bunga Bank
4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4 3 9 90-99 Lain-lainpendapatan Desayang sah
5 BELANJA
5 1 Belanja Pegawai
5 1 1 PenghasilanTetap dan Tunjangan KepalaDesa
5 1 1 01 Penzhasilan Tetap KepalaDesa
5 1 1 02 Tunjangan KepalaDesa
5 1 1 90-99 Pencrimaan Lain KepalaDesayang Sah
5 1 2 Penzhasilan Tetap dan Tuniangan Perangkat Desa
5 1 2 01 PenghasilanTetap Perangkat Desa
5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa
5 1 2 90-99 Pencrimaan Lain Perangkat Desavan~ Sab
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5 1 3 Jaminan Sosial KepalaDesa dan Perangkat Desa
5 1 3 01 Jaminan Kesehatan KepalaDesa
5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03 Jaminan Keten .1. iaan KepalaDesa
5 1 3 04 Jaminan Ketenagaketjaan Perangkat Desa
5 1 4 TunianmmBPD
5 1 4 01 Tunjan~ KedudukanBPD
5 1 4 02 Tunjangan KinerjaBPD
5 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 1 Belania Barang Peden
5 2 1 01 Belanja Peden _I. AlatTulls Kantor dan Benda Pas
5 2 1 02 Belanja Perlenzl Alat-alat Listrik
5 2 1 03 Belanja Perlenzkaean Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar MinyakjGas/Isi UlangTabung PemadamKebakaran
5 2 1 05 Belanja PerlengkapanCetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5 2 1 06 Belania PerlengkapanBarang Konsumsi (Makan/minum) - BelaniaBarang Konsumsi
5 2 1 07 Belanja Bahanf_Material
5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/S l/Atribut
5 2 1 10 Belanja Obat-obatan
5 2 1 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan Obat-obatan Hewan
5 2 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5 2 1 90-99 Belanja Barang Peden Lainnya
5 2 2 BelaniaJasa Honorarium
5 2 2 01 Belania Jasa HonorariumTimyang Melaksanakan Kegiatan
5 2 2 02 Belanja Jasa HonorariumPembantu TugasUmum Desa/Operator
5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5 2 2 04 Belanja Jasa HonorariumAhli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5 2 2 05 Be1anjaJasa HonorariumPetugas
5 2 2 90-99 Belanja Jasa HonorariumLainnya
5 2 3 BelanjaPerjalanan Dinas
5 2 3 01 BelanjaPerialanan Dinas DalamKabupaten/Kota
5 2 3 02 Belania Perialanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
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5 2 3 03 Belania Kursus/Pelatihan
5 2 4 BeJaniaJasa Sewa
5 2 4 01 BeJaniaJasa Sewa D. an/Gedung/Ruanl(
5 2 4 02 Belania Jasa Sewa Peralatarr/Perlem
5 2 4 03 Belanja Jasa SewaSarana Mobilitas
5 2 4 90-99 BeJaniaJasa Sewa Lainnya
5 2 5 Belania Ooerasional Perkantoran
5 2 5 01 Belania Jasa Lanzganan Listrik
5 2 5 02 Belania Jasa Langganan Air Bersih
5 2 5 03 BeJaniaJasa Langganan Ma,ialah/Surat Kabar
5 2 5 04 Belania Jasa Langganan Telepen
5 2 5 05 Belania Jasa Langganan Internet
5 2 5 06 Belania Jasa Kurir/Pos/Giro
5 2 5 07 Belania Jasa iangan liin/Pajak
5 2 5 90-99 Belania Operasional Perkantoran Lainnva
5 2 6 Belania Pemeliharaan
5 2 6 01 Belania Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5 2 6 02 Belania Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 2 6 03 Belania Pemeliharaan Peralatan
5 2 6 04 Belania Pemeliharaan Banzunan
5 2 6 05 Belania Pemeliharaan Jalan
5 2 6 06 Belania Pemeliharaan Jembatan
5 2 6 07 BeJaniaPemeliharaan Irigasi/Saluran SUJWli/Embung/Air Bersih. jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5 2 6 08 Belania Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,Telepon, Internet, Komunikasi, dO)
5 2 6 90-99 Belania Pemeliharaan Lainnya
5 2 7 Belania Baranz dan Jasa yangDiserahkan kepada M t

5 2 7 01 Belania Bahan Perle -,- vans: Diserahkan ke masvarakat
5 2 7 02 Belania Bantuan Mesin/Kendaraaan bennotor/Peralatan vans: diserahkan ke masyarakat
5 2 7 03 BeJaniaBantuan Bangunan yang diserahkan ke m -.- t
5 2 7 04 Belania Beasiswa Berprestasi/Masvarakat Miskin
5 2 7 05 BelaniaBantuan BibitTanaman/Hewan/Ikan -
5 2 7 90-99 Belania Barana dan Jasa VaDI( Diserahkan kepada tLainnva
5 3 Belania Modal
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5 3 1 Belanja ModalPengadaan Tanah
5 3 1 01 Belania ModalPembebasan/Pembelian Tanah
5 3 1 02 Belanja ModalPembayaran HonorariumTim Tanah
5 3 1 03 Belanja ModalPengukuran dan Pembuatan SertiflkatTanah
5 3 1 04 Belania ModalPengurukan dan Pematangan Tanah
5 3 1 05 Belanja ModalPeJjalanan Pengadaan Tanah
5 3 1 90-99 Belanja ModalPengadaan Tanah Lainnya
5 3 2 Belania ModalPeralatan Mesm,dan AlatBerat
5 3 2 01 Belanja ModalHonorTimvana Melaksanakan Kegiatan
5 3 2 02 Belanja ModalPeralatan Elektronik dan Alat Studio
5 3 2 03 Belanja ModalPeralatan Komputer
5 3 2 04 Belanja ModalPeralatan Mebeulairdan AksesoriRuangan
5 3 2 05 Belanja ModalPeralatan Dapur
5 3 2 06 Belanja ModalPeralatan AlatUkur
5 3 2 07 Belania ModalPeralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5 3 2 08 Belanja ModalPeralatan khusus Kesehatan
5 3 2 09 Belanja ModalPeralatan khusus Pertanian/Perikanan/Petemakan
5 3 2 10 Belanja ModalMesin
5 3 2 11 Belanja ModalPengadaan Alat-AlatBerat
5 3 2 90-99 Belanja ModalPeralatan Mesin,dan AlatBerat Lainnya
5 3 3 Belania ModalKendaraan
5 3 3 01 Belanja ModalHonorTim yang MelaksaruikanKegiatan
5 3 3 02 Belanja ModalKendaraan Darat Bermotor
5 3 3 03 Belanja ModalAnRkutanDarat Tidak Bermotor
5 3 3 04 Belanja ModalKendaraan Air Bermotor
5 3 3 05 Belanja ModalAnldtutan Air Tidak Bermotor
5 3 3 90-99 Belania ModalKendaraan Lainnva
5 3 4 Belanja ModalOedung, Bangunan dan Taman
5 3 4 01 Belania ModalHonorTim yana:Melaksanakan Kegiatan
5 3 4 02 Belanja ModalUDahTeruumKeria
5 3 4 03 Belanja ModalBahan Baku
5 3 4 04 Belanja ModalSewa Peralatan
5 3 5 Belania ModalJalan/PrasaranaJalan
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5 3 5 01 Belania ModalHonorTimyang Melaksanakan Kegiatan
5 3 5 02 Belania ModalUpah Tenaza Keria
5 3 5 03 Belanja ModalBahan Baku
5 3 5 04 Belania ModalSewa Peralatan
5 3 6 Belanja ModalJembatan
5 3 6 01 Belanja ModalHonorTimvana Melaksanakan Keaiatan
5 3 6 02 Belania ModalUpah Tenaga Keria
5 3 6 03 Belania ModalBahan Baku
5 3 6 04 Belanja ModalSewa Peralatan
5 3 7 Belanja Modallrigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase/ Air Limbah/Persamnahan
5 3 7 01 Belania ModalHonorTimvana Melaksanakan Keziatan
5 3 7 02 Belania ModalUpah Tenaaa Keria
5 3 7 03 Belanja ModalBahan Baku
5 3 7 04 Belanja ModalSewa Peralatan
5 3 8 Belanja ModalJarinaan/Instalasi
5 3 8 01 Belanja ModalHonorTim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 8 02 Belanja ModalUpah Tenaga Keria
5 3 8 03 Belanja ModalBahan Baku
5 3 8 04 Belanja ModalSewa Peralatan
5 3 9 Belania Modallainnva
5 3 9 01 Belania Modalkhusus Pendidikan dan Pemustakaan
5 3 9 02 Belanja Modalkhusus O' _.
5 3 9 03 Belania Modalkhusus Kesenian/Kebudavaan/keaaamaan
5 3 9 04 Belania ModalTumbuhan/Tanaman
5 3 9 05 Belanja ModalHewan
5 3 9 90-99 Belanja ModalLainnva
5 4 Belania Tak Terduga
5 4 1 BelanjaTak Terduga
5 4 1 01 Belania Tak Terduza
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SILPATahun Sebelumva
6 1 1 01 SILPATahun Sebelumnva
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6 1 2 Pencairan Dana Cadangan
6 1 2 01 Pencairan Dana Cadanzan
6 1 3 Hasil Penjualan Keka,yaanDesa vang Dipisahkan
6 1 3 01 Hasil Penjualan KekayaanDesa yang Dipisahkan
6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnva
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 Penyertaan ModalDesa
6 2 2 01 Penyertaan ModalDesa
6 2 9 Pengeluaran Pembiavaan lainnya
6 2 9 90-99 Penzeluaran Pembiaya<llliainnya
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PERATURAN DESA TENTANG ANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADANPERMUSYAWARATANDESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyaraka t Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan rnenuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .... ;

KEPALA DESA (Nama Desa),

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MARA ESA

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA
TAHUN ANGGARAN ....

TENTANG

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA. (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

Menetapkan

Mengingat

Menimbang

C.l. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
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Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/ atau pengurangandalam
pendapatan Desapada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

Pasa16

(1) menggunakan anggaranjenis belanja tidak terduga.

(3)Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APBDesa.

(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

Desa;
d. memilikidampak yang signiflkan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan! atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2)Pendanaan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat

Pasa14
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasa13
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp .
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp .
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp ..

Pasa12
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini:

Pasall
AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp .
2. Belanja Desa Rp .

Surplus/Defisit Rp .
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LEMBARANDESA... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR...

NAMA

tanda tangan

SEKRETARISDESA... (NamaDesa],

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA..(NamaDesa)

Ditetapkan di .
pada tanggal .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa....... (NamaDesa).

tanggal
Pasa17

im mulai berlaku padaPeraturan Desa
diundangkan.

dan menyebabkan SiLPAakan dilaksanakan dalam
tahun berjalan,

kepala Desa. dapat mendahului perubahan APB Desa.
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa.
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya
kepada BPD.
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URAIAN ANGGARAN SUMBERDANAKODEREKENINO Rp.
1 2 3 4 5

a b c a b
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 2 Transfer
4 3 Pend~atan lain-lain

JUMLAHPENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

(Surat Pengantar/Pelayanan KTP,Kartu Keluarga,
am

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 Pe1aksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunen/ Rehabilitasil Peningkatan Sarana

Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Deee]Sanggar 8elajar

Contoh:

ANGOARANPENDAPATANDANBELANJADESA
PEMERINTAHDESA .
TAHUNANGOARAN .

LAMPIRAN
PERATURANDESA .
NOMOR TAHUN...•............
TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDESA

C.2. Format APBDesa
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Kolom 4
Kolom 5

Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi:
a.pendapatan;dan
b. kelompok pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kclompok pembiayaan.

: diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini]

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom Lc] terkait

Kolom 3

Kolom 2

Keterangang Cara Pengisian
Kolom 1 diisi berdasarkan klasiftkasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, BeIanja dan

( )

Kepala Desa, .
..................... , .

2 1 05 5 3 Belania Modal
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak

5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 Keadaan Darurat
5 1 5 4 Belania Tak Terduga

dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS I(DEFISlT)

6 PEMBlAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 2 Pcn_g_eluaranPembiayaan

SELISIH PEMBIAYMN
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Rp ..

Rp .
Rp ..
Rp ..
Rp .

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... terdiri dati:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja Desa

a. Bidang PenyelenggaraanPemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang PemberdayaanMasyarakat
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa

Menetapkan: PERATURANKEPALADESA TENTANGPENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DESA.... TABUN ANGGARAN.....

MEMUTUSKAN:

1 ;
2 ;
3 dan seterusnya;

Mengingat

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran , maka perlu menyusun Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(NamaDesa)Tahun Anggaran ...... ;

KEPALADESA... (NamaDesa),

DENGANRAHMAT TUHANYANGMARA ESA

TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .

PERATURANKEPALADESA... (NamaDesa)
NOMOR ... TABUN ...

KEPALADESA (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaterr/Kota]

D.l. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran AnggaranPendapatan
dan Belanja Desa
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BERITADESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR'"

NAMA

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARISDESA ... (Nama Desa),

NAMA

tanda tangan

Ditetapkan di ..
pada tanggal .

KEPALADESA(Nama Desa)

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
........ (Nama Desa)

Pasal3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal4
Peraturan Kepala Desa inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini

Rp .
Rp .

Rp ..
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp .
Rp .

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
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KELUARANLOUTPUT ANGGARA SUMBER
KODE REKENING URAIAN VOLUME SATUAN N DANA
1 2 3 4 5 6 7

a b c a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerirnaan dari Hasil Kerjasama

Antar Desa
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan>

dst .•.

JUMLAH PENDAPATAN

5 8ELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
1 1 Penyelenggaraan 8elanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Desa
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

Contoh

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN .

LAMPJRAN
PERATURANKEPAlA DESA. ..
NOMOR TAHUN ..
TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
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Keterangan Cam Pengisian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

( .

Kepala Desa,
......................, ..

1 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

1 3 01 2 2 Belania Barana dan Jasa
1 3 01 2 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belania>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin

gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/'Taman Bacaan
DesaI Sanggar Belajar

2 1 05 5 3 Belania Modal
2 1 05 5 3 4 Belania Modal Gedung dan
1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belania Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belania Tak Terduga

kJUMLAHBELANJA
SURPLUS I (oEFISIT)

6 PEMBlAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 1 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 2 Pengeluaran Pembiavaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadanzan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadanaan

ds
SELlSIH PEMBlAYAAN
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- 8agian pendapatan diisi:
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyck pendapatan

- 8agian 8elanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

- 8agian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan

Uraian Pendapatan, 8elanja dan Pembiayaan (LihatLampiran APermendagri ini)
Volumediisi dengan volume [jumlah] output kegiatan (Koloml.c) dan volume ijumlah)
input pada rincian obyekbelanja (Kolom2.d)

: Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)
input pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlab anggaran yang clitetapkan

: Sumber Dana cliisidengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolomLc] terkait
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D. RUANGLINGKUPEVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1.Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

C. SASARANEVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1.Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUDDANTUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:
1.Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/ atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa ten tang Perubahan APBDesa,

A. DASARPEMIKIRAN
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

PANDUANEVALUASI
RANCANGANPERATURANDESA

TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
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3) Berdasarkan Peraturan Menteri mi, Bupati/Walikota dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada
camat atau sebutan lainnya.
Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri darl:
a) Ketua Camat
b) Sekretaris Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
c) Anggota Unsur pemerintah kecamatan dan UPI'

Kecamatan terkait
5) AnggotaTim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau star yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)Kabupaten/Kota.

b) Anggota

Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaterr/Kota atau
sebutan lainnya
SKPDterkait

b) Sekretaris

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaterr/Kota ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh
Bupati/Walikota.

2) Tim Evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
a) Ketua Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupateri/Kota

tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama BPD;dan/ atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah
disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- Rencana Ketja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pend irian BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes,dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati/Walikota ten tang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati/Walikcta tentang Pengadaan Barang/dasa di
Desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga
Kabupateri/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di
Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
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3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Oesa tentang
APBOesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBOesa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati/Walikota.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Oesa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Oesa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Oesa untuk melakukan penyempumaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Oesa tentang Perubahan ABOesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
(a) evaluasi atas sistem APBOesa atau Perubahan APBDesa, dan
(b)evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa atau
Rancangan Peraturan Oesa tentang perubahan APB Oesa didistribusikan
kepada:
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau

sebutanlainnya;dan
b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.
Langkah-Iangkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

d)Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran

semua dokumen;
c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan

kelengkapan lampiran semua dokumen;
d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasillangkah 1 sId
4.
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Kesesuaian
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan

Ya Tidak
1 Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah

diterima dari Desa secara lenakap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah

tentang APBDesa atau Rancangan Perdes BPD Pembahasan dan disepakati bersama. Perdes
tentang Perubaham APBDesa dilakukan Penyepakatan Perdes tentang tentang APBDesa/Perdes tentang
tepatwaktu APBDesa/Perubahan APBDesa Perubahan APBDesa harus

(lihat tanggal keputusan) diajukan kepada Bupati/Walikota
atau camat untuk dievaluasi

1.3 Apakah BPDtelah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri
Perdes tentang APBDesaI Rancangan BPD Pembahasan dan mengenai BPD
Perdes tentang Perubaham APBDesa Penyepakatan Perdes tentang

APBDesa/Perubahan APBDesa
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Lembar Evaluasi APBDesa
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
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2 As:gek Kebijakan dan Struktur APB DesaLPerubahan APBDesa
2.1 Umum
2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang RKPDesa atau RKP Perubahan

APBDes/Perubahan APB Desa disusun tahun berkenaan
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.2 Pendapatan
2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan

realistis
2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Desa yang Perdes terkait PADesa (misal

bersumber dari Pendapatan Asli Desa Perdes tentang Pungutan, dll)
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional
dan realistis

2.3 Belania
2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah

sesuai dengan peraturan Perundang-
undane:an

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perbup/Perwal tentang Daftar
dengan Kewenanzan Desa Inventaris Kewenangan Desa

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
(multiyears)

2.3.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam
APB Desa paling banyak 30% dipergunakan
untuk:
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat
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Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD
4. insentifrukun tetangga dan rukun warga.

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk Peraturan Bupati tentang ADD
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Bupati/Walikota. Desa

2.3.6 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Peraturan Bupati tentang ADD
AnggotaBPD, serta insentif RT/RW atau Perbup tentang Penetapan
dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Siltap Kepala Desa dan Perangkat
peraturan Bupati/Walikota Desa

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang ditetapkan
dihasilkan logis karen a telah Kabupaterr/Kota
memperhitungkan tingkat kemahalan
dan geografis (Standar Harga]

~.4 Pembiayaan
2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah

sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan denzan Peraturan Desa Cadangan

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk penyertaan modal pada BUMDes

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang
telah sesuai dengan peraturan Pembentukan BUMDesdan hasil
perundang-undangan dan ditetapkan analisa kelayakan usaha
melalaui Peraturan Desa dan memenuhi
nilai kelayakan usaha

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada
pos penerimaan pembiayaan terdapat
SilPAtahun anzzaran sebelumnva
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Jabatan• Untuk Diperbaiki Desa

Nama

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

• Untuk disetujui Bupati

Evalua&dilakukantanggal:

~.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah
SilPAtahun sebelumnya telah digunakan
seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
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Rp .
Rp .
Rp .

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp , ,-I ", ,," ), berlambah/ berkurang sejurnlah
Rp..: .... ,- ( : ). sehingga menjadi Rp.......... ,. (."""". ) dengan
nncian sebagai berikut:
1. Pendapatan Oesa

a. semula
b. bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan setelah pcrubahan

Dengan Kesepakatan Bersama
BAOAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA OESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .

1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rcncana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karcna adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa Tahun Anggaran .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalarn
huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Oesa tentang Perubahan
Anggaran Pcndapatan dan 8elanja Oesa (APB Desa) Tahun
Anggaran .... ;

KEPALA OESA (Nama Dcsa),

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

TENTANG

PERATURAN DESA ... (Nama Oesa)
NOMOR ... TJ\HUN ...

KEPALA OESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaterr/Kota]

Mcnetapkan

Mcngingat

Mcnimbang

F.l. Formal Peraturan Oesa tenLang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Oesa
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LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR '"

NAMA

SEKRETARISDESA ... (Nama Desa],

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA(Nama Desa)

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa inidalam Lembaran Desa ... (nama Desa).

Ditetapkan di ..
pada tanggal .

Pasal3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasa14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal2
Uraian Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b) Rp .

Rp .
Rp .

Rp .
Rp .
Rp .

Rp .

Rp .
Rp .
Rp ..

2. Belanja Desa
a. semula
b. bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan
Surplus/ (Defisit)setelah perubahan

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah penerimaan setelah perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
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Cara pengisian:
Kolom 1 : dusi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom3: diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom5: diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom6: diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom7: diisi dengan besaranjumlah anggaran yang berubah
Kolom8 : diisi dengan sumber dana

( )

Kepala Desa, .
....................... t· ..

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp.) URAIAN ANGGARAN (Rp.) (BERKURANG) SUMBERDANA

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c a b

Contoh:

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR. •••.•• TAHUN •••..•.•.•
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .••..•••..••.•
TAliUN ANGGARAN ••••.•••••••.

F.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa
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Rp ..
Rp .
Rp .

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp .: (.................. )
be~b~/berkurang sejumlah Rp....... ,- ( ) sehingg~
menjadi Rp ,- ( ) dengan rincian sebagaiberikut:
1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan AsHDesa
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah PADesasetelah perubahan

PENJABARAN
DAN BELANJA

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DESA....(NamaDesa)TAHUNANGGARAN.....

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

Menimbang : bahwa sebagaipelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran ....., maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Oesatentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....(Nama
Desa)Tahun Anggaran .

KEPALADESA... (NamaDesa),

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA

DESA
TAHUN ANGGARAN .

KEPALAOESA ..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA (NamaKabupaterr/Kota)

PERATURANKEPALADESA... (NamaDesa)
NOMOR... TAHUN ...

G.1. Format Peraturan Oesatentang Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APBOesa.
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Pasa12
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa ini.

Rp .

Rp .
Rp .
Rp .

Rp .
Rp ..
Rp .

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah peru bahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Selisih Pembiayaan setelah perubahan

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp ..
b. Bertambah/ (berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubaban Rp ..
2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula Rp .
b. Bertambah/(berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula Rp ..
b. Bertambah/(berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahan Rp .
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula Rp .
b. Bertambah/(berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula Rp .
b. Bertambah/ (berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahan Rp ..
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp .
Surplus/ (Defisit)setelah perubahan Rp .

Rp .

Rp .

Rp .
Rp ..

Rp .
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1.2. Transfer
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang) Rp .
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan Rp .

Jumlah Pendapatan setelah perubahan



BERITADESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR...

NAMA

SEKRETARISDESA ... (Nama Desa],

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA(Nama Desa)

Ditetapkan di .
pada tanggal .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Pasal4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa13
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.
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ANGGARAN RENCANAPENARIKANANGGARAN(Rpl
KODE REKENING URMAN JUfw.,~ah Sumber Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7

a b c a b c d
1 !Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan
~~taP dan Tunjangan Kepala
esa

1 1 01 5 1 iBe1ania Pee:awai
1 1 01 5 1 1 Penghasi1an Tetap &

irunianrzan Keoala Desa
1 1 01 5 1 1 ... I<Rincian Obyek Belania>
1 3 ~dministrasi Kependudukan,

lPencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
Surat Pengantar/Pelayanan
~, Kartu Keluarga, dll)

1 3 01 5 2 Belania Barane: dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belania Jasa Honorarium

fcRincian Obvek Belania>
2 lPelaksanaan Pembangunan

Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 lPembangunan/Rehabilitasi/

!Peningkatan Sarana
••...-....ua

Perpustakaan/Taman
Bacaan DesaiSanRe:ar

2 1 05 5 3 Be1ania Modal

RENCANAKEGIATANDANANGGARAN*
TAHUNANGGARAN .

DESA
KABUPATEN
PROVINSI

H. Format DPA
H.l. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

- 81 -



Kolom 7

diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APBDesa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana KegiatanAnggaran
diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan olch masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan
daIam setiap periodeJbulan dalam bans jcnis, objek, dan rincian objek belanja
diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan

Carapengisian:
Kolom 1,23,4dan 5
Kolom 6

( )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

( )

Kaur/Kasi .
..........., .Diverifikasi oleh:

Sekretaris Desa,

2 1 05 5 3 4 Belanja ModalGedung dan
BanlZUnan

1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan
Mendesak

5 1 Pen anBencana
5 1 00 5 4 Pe anBencana5 1 00 5 4 Belania Tak Terduza
5 1 00 5 4 00 BelatYa Tak Terduaa
5 1 00 5 4 00 00Belania Tak TerdWla

dst
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( )
Keterangan:
• merupakan dokumen perencanaan yang diausun saat penyusunan RKPDesa

1 •••••••••••••••••••••••••• )

Kepala Desa,

IBidang I
Penangaulangan

5 Beneana, I~aan~~1 I
dan Mendesak __l _L L. _L -I_. __ --'..__ ..__ L___ ~ __L _'_ _•.--..lJJ.ljn,'IWl....-- -'-_-'- ,__--' -'- __ .__ ..L. .._J, ••

. Tanggal.. .
Sekretaris Desa,

4

IJumlah Per Bidang 3

3 Pembinaan )
KemasYarakatan I

IJumlah Per Bidang 2

I

I

Pembanaunan
Desa

2

IJumlah Per Bidang I

Pelllberdayaan I' I
I~M=M:~~.anUcirt::==~.__ _L_jL_~~~~__j___L_ _l l_ _l ~___L _l~ -l.--------_l------~JL------_j--------j-------~------_t--------t_----~=1----1 !

Jumlah Per Bidang 4

3
Penyelenggaraan

I Pc:mcrintahan
Dcsa

KegiatanSub Bidang

64

Bidang

Sasaran Waktu Pelakaanaan Tim yangI Pelaksana melaksanak

I Biaya(Rp) Kegiatan n kegiatanLokasi Volume Satuan
Jumlah laki·laki Perempuan A·RTM Durasi Mulai Selesai Anggnran

I I 13 14 15 16 17 18 197 8 9 10 11 12

I

Bidang/Sub Bidang/Kegiatan

I 52

No

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*
TAHUN: .•..•.•.....•...
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DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

H.2. Format Reneana Ketjll Kegiatan Desa



Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan nomenldatur bidang dan kode rekening
sesuai dengan APBDesa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rekening sesuai APBDesa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai APBDesa

4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3: diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang.
7. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran

untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

( )( )

Kaur/Kasi. .
Disetujui
Kepala Desa

........................ , .

C :

NO. URAIAN VOLUME HARGASATUAN JUMLAH
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH fRo.}

Rin ianPendanaan

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

RENCANAANGGARANBIAYA
DESA KECAMATAN ..

TAHUNANGGARAN .

H. Format DPA
H.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
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.
KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKANANGGARAN (Rp) JUMLAH

ANGGARAN ANGGARAN (Rp)
Jumlah Sumber J(lmlah Sumber

Olrt Nop Des(Rp) Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep1 2 3 4 5 6 7 8 9a b c a b c d
1 Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan
rretap dan Tunjangan Kepala
Oesa1 1 01 5 1 Belania Peaawai

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &
trunianlZan Kepala Desa

1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belania>
1 3 IAdministrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsioan

1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga, dll)

1 3 01 5 2 Belanja Barangdan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belatila>
2 Pelaksanaan Pembangunan

Desa
2 1 Pendidikan

Contoh;

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••DESA

KECAMATAN
KABuPATEN
PROVINSI

I. Format DPPA
1.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
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( )

Disetujui oleh:
KepaIaDesa,

( )
( '" ,.'" '" )

Kaur/Kasi .Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

..........., .

2 1 05 Pembangunan/RehabiIitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaanj'
lTaman Bacaan
Desn/~ Bcllliar2 1 05 5 3 Belanja Modal

2 1 05 5 3 4 Belanja ModalGedung dan
BanlZUnan1 1 05 5 3 4 ... <Rincian ObyekBelania>

5 Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
Mendesak

5 1 PenanRRUlanRanBencana5 1 00 5 4 Penanll1ll11anmon-Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belania Tak Terd~a
5 1 00 5 4 00 00Belanja Tak Terd\!ga
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KODE REKENlNG URAlAN ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN(Rp.) JUMLAH
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jut Agt Sep Okt NOD I Des (RD)

1 2 3 4 5 6
a b c a b c d

4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 '" <Obvek Pendapatan»
4 2 Transfer
4 2 1 DanaDesa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama

Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 1 .... <Obvek Pendapatan>
dst ••.

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

PenghasiIan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan
Desa.

1 1 01 Penyediaan PenghasiIan Tetap
dan Tunianzan Kepala Desa

Contoh

RENCANAANGGARANKAS DESA
TAHUN ANGGARAN •.•...•.•....•.•..•..•.•.•.••••..•••.••...•..••..•••

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSl

J. Format Rencana Anggaran Kas Desa
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1 1 01 5 1 BeJanjaPegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan

KepalaDesa
1 1 01 5 1 1 ... <RincianObyekBelanja>
1 3 AdlnuusUasiKependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,Kartu
Keluar_g_a,diD

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<RincianObyekBelanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin

gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
DesaI SanlWU" Belaiar

2 1 05 5 3 Belat!i_aModal
2 1 05 5 3 4 Belanja ModalGedung dan

Bangunan
1 1 05 5 3 4 <Rincian ObyekBelanja>...
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak
5 1 Penan_ggl!lan....8!!!!Bencana
5 1 00 5 4 Pen~~gan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja TalcTerduga
5 1 00 5 4 00 Belanja TalcTerduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga

dst
JUMLAHBELANJA
SURPLUSIJPEFISITl

6 PEMBIAYAAN
6 1 PenerimaanPembi~aan
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Kolom6

diisi sesuai dengan Penjabaran APBDesa
diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPAyang diajukan oleh Kaur /Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran

pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

Cara pengisian:
Kolom 1.2.3,4 :
Kolom 5

( )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

( .

Kaur Keuangan,
Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

..........., ..

6 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 1 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 2 Pengeluaran Pembiavaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

dst
SELISIHPEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Total Penaeluaran
Selisih Penerimaan dan
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Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas da1am rupiah.

( )

Kaur/Kasi. .
........... , , .

No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Pengembalian Saldo Kas
Bukti dari Kas ke Kas Desa (Rp.)

(Rp) Belanja 8elanja (Rp)
8arang Modal
danJasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya

Jumlah
rrotal Penerimaan rrotal Pengeluaran

I'rotal Pengeluaran + Saldo Kas

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .

K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.l. Buku Kas Pembantu Kegiatan
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Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggaJ transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga,
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor /pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saJdo yang harus dikembaJikan ke Kas Desa.

( )

Kaur/Kasi
............... , .

ama egiatan: ......................................
No. Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor SaJdo Kas

Bukti Uang (Rp) Barang/ Bukti Setor (Rp.)
Tenaga keKas

lVolum~ Desa
1 2 3 4 5 6 7 8

Pindahan
iJumlah dari
halaman
sebelumnva

Jumlah
I'rotal

N K·

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYAMASYARAKAT
DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .

K. Fonnat Buku Pembantu Kegiatan
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat
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diisi dengan Kode Rekening
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
diisi volume kegiatan yang direncanakan
diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejcnis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan
diisivolume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
diisi dengan jumlah dana yang digunakan
diisidengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

( )

ttd

Kaur/Kasi
........... " .

Kolom6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

Cara Pengisian:
Kolom 1 dan 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

OUTPUT SUMBERDANA
Dana AIokasi Lain- Bentuk

KODE URAIAN Rencana ReaIisasi Sampai Saat ini Desa Dana Lain Lain
REKENING Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran Capaian (Rp) Desa (Rp)

(Rp) JRJ» (o/~ (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 14

a b c a b c d

Jumlah

LAPORANPERKEMBANGANPELAKSANAANKEGIATANDANANGGARAN
Bulan : •..........•..............•.......•.•...... Tabun : .........•.........•.

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

L. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
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diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)
diisi dengan penggunaan dana dari AlokasiDana Desa (ADD)
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DDdan ADD
diisi dengan penggunaan bantu an yang tidak berupa uang

-93-

Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14



Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

( )

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

Disetujui untuk dibayarkan
Kepala Desa,

( )

KaurI Kasi .
Telah dilakukan verifikasi

Sekretaris Desa,

................. , 20 .

No URAlAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAA JUMLAH SISA DANA
ANGGARAN S.D.YG N SAMPAl SAAT

LALU SEKARANG INI
(RpJ (Rp.) (Rp.) (Ro.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN(SPP)

DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .

M.l. Format Surat Permintaan Pembayaran
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Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APBDesa.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
5. Kolom2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

( )

......................, .
Kaur/Kasi .

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan inidibuat dengan sebenamya .

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)

1 2 3 4

JUMLAH jIghl

.. ..Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN ..

M.2. Format Pemyataan Tanggung Jawab Belanja
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diisi dengan KodeRekening
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APBDesa
diisi volume kegiatan yang direncanakan
diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasij drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan
diisi volume kegiatan yang terealisasi
diisi satuan volume yang terealisasi
diisi dengan jumlah dana yang digunakan
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
diisi dengan penggunaan dana dati Dana Desa
diisi dengan penggunaan dana dati Alokasi Dana Desa
diisi dengan penggunaan dana dati sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

( ,'" )

ttd

Kaur/Kasi
...........................................

Kolom6
Kolom7
KolomB
Kolom9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

Cara pengisian:
Kolom 1 dan 2
Kolom3
Kolom4
Kolom5

KODE URAIAN OUTPUT SUMBERDANA
REKENING Rencana Realisasi Dana Alokasi Lain- Bentuk

Desa Dana Lain (Rp) Lain
Volume Satuan Ancan Volume Satuan AnfJf:u-an Capaian (Rp) Desa (Rp)

Rp) (OL~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a b c a b c d

Jumlah

...................................

................................DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORANAKHIRREALISASIPELAKSANAANKEGIATANDANANGGARAN
Bulan: ..•.........•. '" ..................•....... Tahun : .........••..........
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Ket:Diisi untuk kegiatan yang diJajutkan saja

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( .
( )

Kaur/Kasi. .DiverifIkasi oleh:
Sekretaris Desa,

............, .

. • ................. e .........................

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN
Anggaran Volume Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)

kegiata Anggaran Penyelesaian
n

1 2 Jumlah Sumber ~umlah (Rp) 0/0 0/0 Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah
(ReI

a b c a b c d

............................................
- .
................................. - .

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*
TAHUN ANGGARAN .

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

O. Format DPAL
O. 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan
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Carapengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 3 diisi dengan kode rekeningpenerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam PenjabaranAPB Desa.
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalampenjabaran APBDesa
Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah penerimaan
Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan netto transaksi

( )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

( .

Kaur Keuangan
...........•...........................

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

NO rrGL KODE REKENING URAIAN PENERlMMN PENGELUARAN NOMOR NETTO SALDO
(Rp) (Rp) BUKTI TRANSAKSI (Rp)

(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2
a b c a b c d

JUMLAIi Rp. RD. Rp. RD.

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

BUKU KAS UMUM
DESA ..

TAHUN ANGGARAN .

P.Buku Kas Umum
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Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeIuaran.
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

( ..

Kaur Keuangan
..........., .

No. TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUKAN fRp} PENGELUARAN (Ro} SALOO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJAK BIAYAAOM (Rp)

BANK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTALTRANSAKSIBULANINI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

BULAN
BANKCABANG
NO. REKENING

BUKU PEMBANTU BANK
DESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN ..

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.1. Buku Pembantu Bank
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Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan [dari pemotongan pajak)

atau pengeJuaran (dari penyetoran pajak).
: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
: diisi dengan saldo buku kas bendahara.

( )

Kaur Keuangan
........... , .

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
fRp) fRp) fRo}

1 2 3 4 5

JUMLAH

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN ......•.

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak
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Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nornor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/ sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

( )

Kaur Keuangan
..........., .

No. Tanggal Nomor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo
Bukti fRo) iawaban Paniar fRo)

1 2 3 4 5 6 7 8

BUKU PEMBANTUPANJAR
DESA KECAMATAN .
TAHUNANGGARAN .

Q. Format Pembantu Buku Kas Umum
Q.3 Buku Pembantu Panjar
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<•..Nama Penerima •..>

<..•Desa ...>, <.••tgl, bin, th...>
Yang Menerima,

<..Nama Pemberi ..>

Yang Memberi,
Catatan Keuangan

Sebagai pembayaran : <•••..Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja) >
<••••••Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja) >
<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja) >

Uang sebesar : Rp <•••Jumlah dalam angka... >
(... Jumlah dalam huruf ... J
(... Jumlah dalam huruflanjutan ... J

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <..• Nama Desa ...>

: < •••Nama Desa... >
: <•••Kabupaten/Kota ...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Kantor Desa
Kabupaten/Kota

R. Format Kuitansi

- 101 -



REALISASI
KODE REKENlNG URAlAN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER

(Rp) (Rp) DANA

1 2 3 4 5 6
a b c a b c d

4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 ... <Obyek Pendapatan>
4 2 ~ansfer
4 2 1 DanaDesa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dad Hasil KeIjasama

IAntar Desa
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan>

dst ...

~UMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
h\mjanR911 KeoaIa Desa

1 1 01 5 1 Belanja Peaawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &Tunjangan

Kenala Desa
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obvek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsioan

1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarza dIll

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Contoh

LAPORAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA

PEMERlNTAH DESA ..
TAHUN ANGGARAN .

S. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama
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Cara pengisian:
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.

Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Bclanja dan Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan;
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
Bagian Belanja diiai:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;

( )

....................., 20 .

Kepala Desa, ..

2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningk

atan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/SanJUtar Belaiar

2 1 05 5 3 Belanj_aModal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan
1 1 05 5 3 4 ... <Rindan Obyek Belanja>
5 PenangguIangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak
5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 PenangguIangan Bencana
5 1 00 5 4 BelBl!.iJlTak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanj_aTak Terduga

dst
tJUMLAHBELANJA
SURPLUS_L(DEFISITl

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPATahun Sebelumn_ya
6 1 1 1 SiLPATahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiavaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadan_gan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

dst
SELISIH PEMBIAYAAN
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b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan
(kolom 1.e) terkait
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Kolom3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom6



x
x

x
x
x
x

halaman
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

I Laporan Realisasi APBDes
II Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
2 Pendapatan Asli Desa
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Oaerah
5 Alokasi Dana Desa
6 Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
8 Pendapatan Lain lain
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Oesa
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa
# Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Oarurat dan Mendesak Desa
# Belanja Oesa dalam Klasifikasi Ekonomi
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
# Pembiayaan
# Aset Desa
# Penyertaan Modal Oesa
# ........

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Oesa
Lampiran 2 - .

Oaftar lsi

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20xl

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
OESA

T.2. Format Laporan Keuangan

.106·



Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Iaporan keuangan

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pendapatan Transfer

DanaOesa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bagian dr basil pajak dan Retribusi Daerah C.4 XXX.xxx xxx.xxx xxx
Alokasi Dana Desa C.S XXX.xxx xxx.xxx xxx
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 XXX.xxx xxx.xxx xxx

Pendapatan Lain lain C.S xxx.xxx xxx.xxx xxx
JUMLAH PENDAPATAN X.XXX.xxx x.xxx.xxx x.xxx

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 danC1S xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.IOdanCIS XXX.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.1I dan CIS XXX.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan CIS xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan C.13 dan CIS xxx.xxx xxx.xxx xxx
Mendesak Desa

JUMLAH BELANJA C.14 X.XXX.xxx x.xxx.xxx x.xsx
SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX

PEMBIAYAAN C.IS
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx

PEMBIAYAANNETTO XX.XXX XX.XXX XX
SILPATAHUNBERJALAN XXX XXX XXX

(Lebih)/
kurangRealisasiAnggaranRef

LAPORAN REALISASIAPB DESA
PEMERINTAHDESA ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

TAHUNANGGARAN20xl

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

- 107-



xxxxxx.xxxxxx.xxxTahap 1

RealisasiAnggaran (Lebihl/
kurang

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah scbagai beikut:

xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx

Tahap 1
Tahap2

RealisasiAnggaran

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

(Lebih)/
kurang

Anggaran Realisasi (Lebibl/
kurang

Tahap 1 xxx.xxx XXX.XXX xxx
Tahap 2 xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

3. DanaDesa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. Lain-lain PADes yang sah

Anggaran Realisasi (Lebib)j
kurang

xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx XXX.xxx xxx
XXX.XXX XXX.xxx xxx
XXX.XXX xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

X.XXXSaldo Kas per 31 Desember 20xl

XXX

xxx
XXX
(XXX)

xxxSILPA tahun anggaran 20x1
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Bclanja dicatat pada saat kas dikeluarkan
dan tclah bersifat defmitif.

A. Informasi Umum
Pcmcrintah Desa ABC mcrupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Kcputusan
Bupati No Tanggal saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC
1. Kepala Desa : XXXXX
2. Sekretaris Desa: yyyyy
3. Bendahara Desa : ZZZZZ
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC,Kecamatan KLM,
Kabupaten XYZTahun Anggaran 20xl

T.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan
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13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

xxxxxx.xxx

xxx
xxx

xxx.xxx
XXX.xxx

(Lebib)/
kurangRealisasi

xxx.xxx

xxx.xxx
XXX.xxx

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

12.Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Anggaran

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dan:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurang

Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx XXX.xxx xxx

XXX.xxx xxx.xxx xxx

10. Bclanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurans

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

AnlmBran Realisasi
(Lebib)/
kurans

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx.xxx XXX.xxx
xxx.xxx xxx.xxx
xxx.xxx XXX.xxx
xxx.xxx XXX.xxx

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurang

xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxxxxx.xxx

xxx
xxx

xxx.xxx
XXX.xxx

Realisasi

xxxxxx.xxx

xxx
xxx

xxx.xxx
xxx.xxx

Realisasi

xxxxxx.xxx
xxxxxx.xxx

xxx.xxx

XXX.XXX
xxx.xxx

Anggaran

XXX.XXX

XXX.XXX
XXX.XXX

Anggaran

XXX.XXX

XXX.XXX

Penerimaan dari hasil keIjasama antar Desa
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pibak
ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa
Hibah dan sumbangan dari pibak ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa
Bunga bank
Lain-lain pcndapatan yang sah

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
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7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah s..,e;.:b.=.aw==-·'--_

(Lebib)/
kurang

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Pencrimaan Dcsa yang berasal dari Bantuan Kcuangan Propinsi adalah sebagai b.;:;,cl"",·k:.,::u:.:,t:..:_

(Lebih)/
kurang



Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang XXX.xxx xxx.xxx xxx

Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup XXX.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx

Selama tahun anggaran 20xl, Pemerintahan Desa melakukan pcnanggulangan bencana dan keadaan
darurat sebagai berikut

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kurang

................ XXX.XXX xxx.xxx xxx

................ XXX.xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx XXX.xxx xxx

14. Belanja Desa dalarn klasitikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurang

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx.xxx XXX.xxx xxx

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx XXX.xxx xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx XXX.XXX xxx
Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Pemeliharaan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jalan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal Jembatan xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air SungaijDrainase xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modallainnya xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
15. Belanja Desa dalarn klasiftkasi Sub Bidang (Fungsi)

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kurang

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, xxx.xxx XXX.xxx xxx
Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
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20xO 20x1 Penambahan/
(PenS!:!rangan)

BUMDesXXX xxx.xxx xxx.xxx xxx
BUMDesYYY xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
xxx.xxx XXX.xxx xxx

19. dst

18. Penyertaan Modal Desa
Pemyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai beriku_'=t,'-- _

20xO 20x1

xxx.xxx xxx.xxx
XXX.xxx xxx.xxx
XXX.xxx XXX.xxx
XXX.xxx xxx.xxx
XXX.xxx XXX.xxx
XXX.xxx xxx.xxx
XXX.xxx xxx.xxx
XXX.xxx XXX.xxx
XXX.xxx XXX.XXX
xxx.xxx XXX.xxx

Penambahan/
(Pengurangan)

Tanah xxx
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx
Kendaraan xxx
Gedung dan Bangunan xxx
Jalan xxx
Jembatan xxx
Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase xxx
Jaringan/Instalasi xxx
Aset Tetap lainnya xxx
Konstruksi daIam Pengerjaan xxx

XXX.xxx xxx.xxx xxx
Rineian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

xxxxxx.xxx

xxx
xxx

xxx.xxx
xxx.xxx

17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

xxx.xxx

xxx.xxx
XXX.xxx

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

xxx.xxx xxx.xxx xxx
XXX.XXX XXX.XXX xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx XXX.xxx xxx

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPAtahun anggaran sebelumnya
2. Peneairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keeil dan
Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Petemakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kuranz

xxx.xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx XXX
xxx.xxx XXX.XXX xxx

xxx.XXX XXX.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.XXX xxx
xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
xxx.xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx XXX.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx

XXX.xxx xxx.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx XXX
xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx xxx

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
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diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan.
diisi volume kegiatan yang terealisasi.
diisi oatuan volume.
diioi reaImasi anggaran yang digunakan.
diioi dengan progres prosentase capaian.
diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DO).
diisi denganjumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari Bumber dana se1ain DO dan ADD.
dum dengan !lumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

( )

ttd

Kepala Desa
............... , .

Kolom6
Kolom 7
Kolom8
Kolom9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

Kolom5

Kolom2
Kolom3
Ko1om4

Ketemngan:
• Pillh salah satu

CamPengislan "olom:
Kolom I: diisi dengan Kode Rekening Bidang. Sub Bidang dan Kegiatan:

a. Untuk Kode rekening Bidang;
b. Kode Rekening Sub Bidang; dan
c. Kode Rekening Kegiatan
dum nomenklatur jonis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksnnakan.
diisi nmna output dari kegiatan
diisi volume kegiatan yang direncanakan.
diisi Batuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenia - unit
- jalan/irigaai/ drainase atau yang aejenis- M
- kegiatan non fisik - paket
- dll

KODE URAIAN NAMA OUTPUT OUTPlTI' SUMBERDANA
REKENING RENCANA REALISASI Dana Alokasi Lain- Bentuk

Desa Dana Desa Lain Lain
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran Capaian (o/~ (Rp) (Rp) (Rp)

(Rp) fRp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a b c

Jumlah

TAHUN ANGGARAN •••••..••....................................•...•..
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

PERlODE 01 JANUARl- 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) I 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
LAPORAN REALISASI KEGIATAN

LAMPlRAN n
PERATURAN DESA
NOMOR ...•• TAHUN•...•
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

-114-

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun



. ,DARAF KOORDt. \51 II
Asistco/I/II/lII I~
Kabal! Hukum ~
K:uIi5/Kllbnl! Pen cal ~

lIovBUPATJ LOMBOK TfMUR.1
~

;I

tvM. SUK1MAN AZMY

( )

Kepala Desa,
. , .

Kegiatan Anggaran
No. Program - r---. l

._.

.Ienis Lokasi Volume Satuan JumJah Sumber Dana

_.

KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUR KE DESA
J)ESA .

LA1v1PlRANII
PERATURAN DESA .
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APB DESA

T. 4. Format Program Scktoral, Program Dacrah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa
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